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PEDOMAN TRANSLITEASI  
HURUF ARAB KE HURUF LATIN 
Dalam skripsi ini dijumpai istilah Arab yang seharusnya ditulis 
dengan huruf Arab tetapi harus disalin kedalam huruf latin, seperti nama 
orang, judul, nama lembaga dan lain sebagainya. Untuk menjamin 
konsistensi, maka penting adanya pedoman satu transliterasi yaitu sebagai 
berikut: 
A. Konsonan  
 q = ق z = ش „ = أ
 k = ك s = س b = ب
 l = ل sy = ش t = ت
 m = م sh = ص ts = ث
 n = ن dl = ض j = ج
 w = و th = ط h = ح
 h = ه zh = ظ kh = خ
 y = ى „ = ع d = د
  gh = غ dz= ذ
  f = ف r = ز
 
B. Vokal 
  َ    =  a 
 ِ    =  i 
  َ  =  u 
C. Diftong 
 ay =   أى
 aw =   أو
D. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid ditandai dengan konsonan ganda dan 
dengan huruf yang diberi tanda Tasydid.  
Contohnya :  بَّناا  Rabbana : زا
E. Kata Sandang 
Kata sandang (... ال) ditulis dengan al- .... misalnya الناس = an-




F. Ta’ Marbuthah (ة) 
Setiap ta‟ marbuthah ditulis dengan huruf “h”.  
































Kemudahan akses keuangan merupakan salah satu faktor penting 
dalam dunia usaha.  BRI Syariah dengan produk pembiayaan mikro dapat 
dijadikan sebagai alat pemenuhan kebutuhan kegiatan usaha. Kemudahan 
akses pembiayaan guna pengembangan usaha merupakan salah satu faktor 
berkembangnya UMKM Di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui mengetahui Mekanisme Pembiayaan Mikro Dengan 
Menggunakan Akad Murabahah bil Wakalah Terhadap Inklusifitas Bank 
Syariah Pada UMKM di BRI Syariah KC Semarang. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis 
deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer yang 
diperoleh dari wawancara dan data sekunder yang bersumber dari buku, 
Fatwa DSN, Peraturan Bank Indonesia serta dokumen. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Model Mekanisme 
Pembiayaan mikro dengan menggunakan akad Murabahah Bil Wakalah 
yang digunakan oleh BRI Syariah KC Semarang telah sesuai Standar 
Operasional Perusahaan. Namun pelaksanaan akad tidak sesuai dengan 
Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 dan Fatwa DSN-MUI No. 
04/DSN-MUI/IV/2000. Inklusifitas BRI Syariah dalam mendukung program 
keuangan inkusif dengan memberikan kemudaha syarat minimal usaha 
berjalan, penyertaan jaminan (untuk produk KUR iB) dan pertama kali 
dalam melakukan pembiayaan di bank. Keunggulan mekanisme pembiayaan 
ini yaitu tidak diberlakukannya denda meskipun tercantum dalam akad 
pembiayaan Mikro dan adanya penggunaan aplikasi i-Kurma 
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 Easy access to finance is an important factor in the business world. 
BRI Syariah with micro financing products can be used as a tool to meet the 
needs of business activities. Ease of access to finance for business 
development is one factor in the development of MSMEs in Indonesia. The 
purpose of this study was to determine the mechanism of micro financing 
using the Murabahah bil Wakalah Against the Inclusion of Islamic Banks at 
MSMEs in BRI Syariah Branch Office Semarang. 
 This research uses a qualitative method with descriptive analysis. In 
this study using the type of primary data obtained from interviews and 
secondary data sourced from books, Fatwa dsn, Indonesian Bank 
Regulations and documents. 
 The results of this study can be concluded that the Micro Financing 
Mechanism Model using the Murabahah Bil Wakalah contract used by BRI 
Syariah KC Semarang is in accordance with the Company's Operational 
Standards. However, the contract was not in accordance with Indonesian 
Bank Regulations No. 7/46 / PBI / 2005 and Fatwa DSN-MUI No. 04 / 
DSN-MUI / IV / 2000. BRI Syariah's inclusiveness in supporting the 
incusive financial program by providing the minimum requirements for the 
current business, the inclusion of collateral (for iB KUR products) and the 
first time in financing at a bank. The advantage of this financing mechanism 
is that it does not apply fines even though it is stated in the Micro financing 
agreement and the use of the i-Kurma application 
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A. Latar Belakang 
Bank syariah adalah bank yang dalam operasionalnya menggunakan dasar 
syariah Islam dan dalam menjalankan usahanya tidak dapat dipisahkan dari 
konsep syariah. Syariat islam dijadikan dasar dalam pengembangan produk serta 
layanannya. Pada penyaluran dana kepada masyarakat, bank menyalurkan 
pembiayaan dalam bentuk barang/jasa.
1
 Bank syariah secara umum merupakan 
lembaga keuangan syariah yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan 
jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi 
disesuaikan dengan prinsip syariah.
2
 Dapat disimpulkan bahwa bank syariah 
adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara dalam 
penghimpunan dana masyarakat serta menyalurkan kepada masyarakat dalam 
bentuk pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. 
Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan 
dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak 
lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau 
tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
3
 
Pembiayaan konsumen merupakan pembiayaan untuk pengadaan barang 
berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai 
dengan prinsip syariah. Pembiayan diperlukan oleh pengguna dana sebagai sarana 
pemenuhan kebutuhan konsumsi maupun kebutuhan usahanya. Salah satu produk 
yang ada di bank syariah yang ditujukan untuk pegiat usaha adalah Pembiayaan 
Mikro. Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan usaha yang dikhususkan bagi 
masyarakat menengah yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah guna 
memenuhi kebutuhan permodalan dalam usaha-nya. Diharapkan dengan adanya 
pembiaaan mikro dapat berpengaruh positif terhadap usaha yang dibiayai oleh 
bank dan dapat memberikan andil terhadap perekonomian UMKM. 
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Dalam perluasan pangsa pasarnya, bank syariah memilih UMKM sebagai 
salah satu terget pasarnya, namun belum mengenalnya proful bisnis UKM 
berdampak pada sulitnya perbankan untuk membiayai UKM (Usaha Kecil 
Menengah. Mengenali dan memahami profil bisnis UKM menjadi sangat penting 
karena terdapat banyak ragam dengan berbagai skala usaha serta sebagai sektor 
ekonomi. Pemahaman profil bisnis UKM akan dapat membantu perbankan dalam 
menyalurkan pembiayaan ke sektor UKM.
4
 
Dengan memandang kontribusi UMKM yang besar terhadap 
pembangunan ekonomi bangsa, maka sudah sewajarnya industri perbankan 
syariah melakukan orientasi  dengan memfokuskan pemberdayaan kepada 
pengusaha UMKM dengan memberikan akses pembiayaan yang mudah. Salah 
satu target pencapaian sistem perbankan syariah nasional yang tercantum pada 
blue print Perbankan Syariah Indonesia adalah memiliki peran signifikan dalam 
sistem perekonomian nasional, serta mampu melakukan perbaikan kesejahteraan 
rakyat.
5
 Target pencapaian sistem tersebut didukung dengan adanya Peraturan 
Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit Atau  
Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka 
Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, dalam peraturan tersebut 
tercantum pada BAB II tentang Kewajiban Bank dan Cakupan Kredit Atau 
Pembiayaan UMKM pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “Bank Umum wajib 
memberikan Kredit Atau Pembiayaan UMKM”.
6
 Berdasarkan Peraturan tersebut 
secara tidak langsung bank umum berkewajiban memberikan pembiayaan kepada 
UMKM dan berperan sebagai penyedia keuangan inklusif bagi pegiat usaha 
khusunya UMKM. Bank Syariah harus mendukung kegiatan usaha dalam 
pemberian akses permodalan dalam bentuk pembiayaan yang dikhususkan untuk 
UMKM serta pembinaan terhadap UMKM.  
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 Ahmad Subagyo, Budi Purnomo, Account For Commercial Microfinance (Yogyakarta: 
Graha Ilmu, 2009), h. 34  
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Keuangan Inklusif adalah kebijakan pemerintah yang dibuat untuk 
menjawab permasalahan dalam sistem keuangan yang masih belum optimal 
menjangkau semua lapisan masyarakat terutama kalangan miskin, hampir miskin 
dan kelompok rentan lainnya. Dengan adanya keuangan inklusif diharapkan dapat 
memperluas lapangan pekerjaan dan sebagai instrument pemerataan serta suatu 
alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan berpenghasilan 
rendah.
7
 Penelitian yang dilakukan oleh Lina Marlina dan Biki Zulfikri Rahmat 
dengan judul Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan 
Keuangan Inklusif  Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya dengan hasil : LKS melalui 
ZISWAF-nya mampu memberikan jalan keluar  pemenuhan kebutuhan 
masyarakat yang sifatnya konsumtif maupun kebutuhan dasar investasi UMKM. 
Lembaga keuangan Syariah sebagai sebuah institusi keuangan yang berdasarkan 
prinsip Islam sudah seharusnya mempunyai misi dan visi tidak hanya sekedar 
mengejar keuntungan, tapi juga mempunyai fungsi sosial untuk pembangunan 
umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya. Perbankan syariah 
seharusnya dapat memberikan kontribusinya untuk mensejahterakan umat, 
terutama yang berada di piramida penduduk terendah. 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Iffan Saaddan dalam Skripsinya yang 
berjudul Mekanisme Pemberian Pembiayaan Mikro IB 25 Di Bank BRI Syariah 
KC. Tanjung Karang, diketahui bahwa mekanisme pemberian pembiayaan Mikro 
iB 25 dimulai dari permohonan pembiayaan, pihak bank akan memberikan 
simulasi perhitungan dengan jumlah pinjaman serta bagi hasil yang telah 
disetujui. Nasabah menyertakan persyaratan yang akan diproses pihak bank 
sampai dilakukannya proses pencairan. Penelitian yang dilakukan oleh Yesi 
Gasela dalam skripsinya yang berjudul Mekanisme Pembiayaan Murabahah 
Mikro 25 iB Pada PT. Bank BRI Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin diketahui 
bahwa akad yang digunakan dalam pembiayaan Mikro iB benar namun dalam 
aplikasinya bertentangan dengan teori dan bertentangan dengan Fatwa DSN NO: 
04/DSN/DSN-MUI/IV/2000 dalam ketentuan murabahah kepada Nasabah serta 
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fatwa DSN NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah. Dengan menggunakan 
prinsip 5C dan transfer risiko dengan mengansurasikan pembiayaan, dapat 
meminimalisir risiko terjadinya pembiayaan macet. 
Salah satu produk yang diminati oleh masyarakat di BRI Syariah  adalah 
pembiayaan mikro. Pembiayaan BRI Syariah tumbuh sebesar 6,46%. Secara rinci 
pertumbuhan antar triwulan untuk segman ritel dan kemitraan, konsumer serta 
mikro tumbuh sebesar 18.03%, 11,82% dan 6,86% pada kuartal III-2019. 
Penguatan tim dan monitoring berhasil meningkatkan pertumbuhan pembiayaan 
di segmen non-komersil (konsumer, ritel dan mikro) menjadi kunci utama 
pertumbuhan pembiayaan berhasil tumbuh sekitar 12,05% QoQ, sehingga 
komposisi segmen non-komersil pada triwulan III 2019 mencapai 61,72% 
(cnbcindonesia.com). Minat masyarakat dalam menggunakan pembiayaan mikro 
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 
Table 1.1 
Jumlah Nasabah Pembiayaan Mikro Menggunakan Akad Murabahah bil Wakalah  
BRI Syariah KC Semarang 
Akad Jml. Nasabah 
2018 2019 
Murabahah bil Wakalah 90 110 
Sumber: Wawancara dengan Bapak Dian Bagus Pratama (AO Micro) BRIS KC Semarang 
Table 1.2 
Jumlah Nasabah Pembiayaan Mikro BRI Syariah KC Semarang 
Berdasarkan Produk 
Produk Jml. Nasabah 
2018 2019 
MP 75 (5-75 Juta) 32 40 
MP 200 (75-200 Juta) 17 25 
MP KUR Mikro ( 5-50 Juta) 30 35 
MP KUR Kecil (50-200 Juta) 11 10 
Sumber: Wawancara dengan Bapak Dian Bagus Pratama (AO Micro) BRIS KC Semarang 
Dalam tabel tersebut diketahui bahwa ketertarikan UMKM dalam 






mikro dapat membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya. Pembiayaan 
mikro diperuntukan bagi UMKM yang sekurang-kurangnya telah berjalan selama 
2 tahun. Permasalahan muncul ketika usahanya berjalan kurang dari 2 tahun dan 
calon debitur sangat membutuhkan suntikan dana dari bank untuk kelangsungan 
usahanya. Apakah bank akan memberikan pembiayaan kepada UMKM tersebut?. 
Oleh karena itu penulis tertarik membahas tentang “Analisis Mekanisme  
Pembiayaan Mikro Dengan Menggunakan Akad Murabahah Bil Wakalah 
Terhadap Inklusifitas Bank Syariah Pada UMKM” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diambil rumusan masalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana Mekanisme Pembiayaan Mikro Dengan Menggunakan Akad 
Murabahah Bil Wakalah di BRI Syariah Dalam Pencapaian Inklusifitas 
Bank Syariah Terhadap UMKM ? 
2. Apa Keunggulan Model Pembiayaan Mikro Dengan Menggunakan Akad 
Murabahah Bil Wakalah di BRI Syariah ? 
C. Tujuan dan Manfaat 
Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan dari 
penelitian ini adalah: 
1. Menganalisis Mekanisme Pembiayaan Mikro Dengan  Menggunakan 
Akad Murabahah Bil Wakalah di BRI Syariah Dalam Pencapaian 
Inklusifitas Bank Syariah Terhadap UMKM.  
2. Menganalisis Keunggulan Pembiayaan Mikro Menggunakan Akad 
Murabahah Bil Wakalah di BRI Syariah . 
Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk berbagai 
pihak antara lain: 
1. Manfaat teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam 
pengembangan keilmuan terutama dalam penelitian pembiayaan 






b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada 
peneliti selanjutnya yang inin membahas mengenai analisis 
pembiayaan mikro terhadap inklusifitas bank syariah pada UMKM. 
2. Manfaat Praktisi 
a. Bagi penulis 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah penetahuan dan 
pemahaman mengenai pembiayaan mikro secara riil yang behubungan 
dengan inklusifitas bank syariah pada UMKM 
b. Bagi Perusahaan 
Dapat digunakan untuk pertimbangan dalam pengambilan kebijakan 
yang dapat meningkatkan kinerja bank. Dan sebagai bahan 
pertimbangan untuk lebih selektif dalam pemilihan nasabah 
pembiayaan.  
c. Bagi Masyarakat 
Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan dalam 
mengajukan pembiayaan di bank syariah 
D. Tinjauan Pustaka 
Pelaksanaan model pembiayaan merupakan suatu konsep yang digunakan 
oleh bank syariah dalam melayani nasabahnya yang melakukan pembiayaan. 
Proses ini merupakan titik awal yang menentukan pembiayaan akan diberikan 
kepada nasabah. Proses analisis yang dilakukan akan menentukan pembiayaan 
tersebut layak atau tidaknya diberikan kepada nasabah. Oleh karena itu terdapat 
beberapa penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan judul penulis, 
antara lain: 
Penelitian Naila Wardatul Jannah dalam jurnalnya yang berjudul “The 
Implementation Of Murabahah bil Wakalah Financing in BRI Syariah Unit 
Genteng Banyuwangi” dengan hasil bahwa pembiayaan murabahah bil wakalah di 
Bank BRI Syariah Unit Genteng Banyuwangi tidak sesuai dengan Peraturan Bank 
Indonesia Pasal 9 huruf d, No. 7/46 / PBI / 2005 tentang Akad penghimpunan Dan 
Penyelesaian Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan 






untuk membeli barang, dan Perjanjian Murabahah harus dilakukan setelah barang 
secara prinsip milik bank”. Sesuai dengan peraturan tersebut, bank mewakilkan 
pembelian  kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, setelah barang (atas 
nama bank) tersebut diperoleh dilakukan akad Murabahah. Namun dalam 
pelaksanaan mekanismenya tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Akad harus  
dilakukan secara bertahap dan tidak boleh dilakukan secara seketika itu serta 
pembuatan akad harus dibuat secara terpisah. 
Penelitian Alghifari Yuranda dan Rulfah M Daud dalam jurnalnya yang 
berjudul “Analisis Akad Pembiayaan Murabahah Perumahan (KPR) Pada PT 
Bank BRI Syariah KC Banda Aceh” menunjukkan bahwa pembiayaan 
Murabahah KPR sesuai dengan Fatwa DSN MUI. PT Bank BRI Syariah KC 
Banda Aceh menentukan margin dengan sifat transparan dan mengikuti rate yang 
berlaku. Dari segi prinsip muamalah, telah memenuhi prinsip syariat islam. 
Tesis yang ditulis oleh Sholihatin Khofsah yang berjudul “Implementasi 
Pembiayaan Murabahah bil Wakalah Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan 
Ekonomi Peternak Sapi Di BMT Al-Hijrah KAN Jabung” degan hasil penerapan 
yang dilakukan oleh BMT Al-Hijrah KAN Jabung, tidak sesuai dengan fatwa 
Dewan Syariah Nasional. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa akad yang 
digunakan terlebih dahulu adalah akad wakalah (untuk mewakilkan pembelian 
barang kepada nasabah) dan akad setelahnya adalah akad murabahah. Namun 
dalam pelaksanaannya BMT Al-Hijrah melakukan akad murabahah terlebih 
dahulu. 
Penelitian Yesi Gasela (2017) dalam skripsinya yang berjudul 
“Mekanisme Pembiayaan Murabahah Mikro 25 Ib Pada PT. Bank BRI Syariah 
KCP Pasar Baru Banjarmasin” dengan hasil bahwa akad yang digunakan dalam 
pembiayaan mikro 25 iB dengan akad murabahah bil wakalah sudah sesuai 
namun pada pengaplikasian-nya tidak sesuai dengan teori dan bertentangan 
dengan Fatwa DSN NO: 04/DSN/-MUI/IV/2000 pada poin kesembilan dan poin 
kedua dan ketiga dalam ketentuan murabahah kepada Nasabah dan fatwa DSN 






melalui asuransi pembiayaan dapat meminimalisir terjadinya resiko serta 
antisipasi adanya pembiayaan macet.  
Tugas Akhir dari Iffan Saaddan (2017) yang berjudul “Mekanisme 
Pemberian Pembiayaan Mikro IB 25 Di Bank BRI Syariah KC. Tanjung Karang” 
diketahui bahwa Mekanisme pemberian pembiayaan mikro iB25 diawali dari 
proses pengajuan pembiayaan pada bank lalu pihak bank melalukan perhitungan 
dengan jumlah pinjaman yang dibutuhkan oleh nasabah ditambah nisbah bagi 
hasil yang telah disepakati. Kemudian dilakukan analisis pembiayaan, pihak bank 
melakukan survei dan apabila dinilai telah memenuhi syarat maka dapat dilakukan 
proses pencairan. 
Tugas Akhir yang ditulis oleh Rafi Helmi Farizqi (2016) dengan judul 
“Analisis Pembiayaan Murabahah Unit Mikro Pada Bank Rakyat Indonesia 
Syariah Kantor Cabang Pembantu Ungaran” diketahui bahwa Alur yang 
digunakan bank BRI Syariah sudah memenuhi kriteria yang baik dengan 
ditambahkannya analisa kelayakan pembiayaan  dengan menambahkan prinsip 7P 
(personality, party, perpose, prospek, payment, profitability dan protection) dan 
strategi yang diterapkan pada bank BRI Syariah dalam penanganan pembiayaan 
bermasalah sudah memenuhi kemanan bagi bank.  
Penelitian Lina Marlina dan Biki Zulfikri Rahmat dengan judul “Peran 
Lembaga Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuagan Inklusif Bagi Pelaku 
UMKM Tasikmalaya” mengungkapkan bahwa lembaga keuangan syariah melalui  
dana ZISWAF-nya mampu memberikan jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat akan permodalan yang digunakan dalam mengembangkan usahanya. 
UMKM memerlukan peranan LKS terutama dalam hal permodalan yang 
digunakan untuk memperluas pasar dan mengembangkan usahanya sehingga 
berkontribusi besar dalam perekonomian. 
Penelitian Achmad Rifa‟i dengan judul “Peran Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan 
UMKM” mengungkapkan bahwa BPRS berhasil menjaga dan meningkatkan 
kapasitasnya dalam memberikan akses, menyalurkan pembiayaan dan rasio 






dalam pengimplementasian keuangan inklusif. UMKM diberikan bantuan 
pembiayaan yang akan meningkatkan output serta pendampingan secara intens 
jalannya usaha. 
Ditinjau. dari studi-studi yang..ada, fokus penelitian yang akan ditulis 
penulis adalah bagaimana pelaksanaan model pembiayaan mikro terhadap 
UMKM pada BRI Syariah KC Semarang serta keunggulan dari pelaksanaan 
model tersebut sehingga menjadi langkah awal untuk menghindari kerugian bagi 
bank maupun bagi nasabah. 
E. Metode penelitian 
Metode penelitian merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa kata atau lisan. 
1. Jenis penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research). Penelitian 
lapangan dilakukan guna penggalian data yang bersumber dari tempat 
penelitian berkenaan dengan model mekanisme pembiayaan mikro. 
2. Tempat penelitian 
Lokasi penelitian ini bertempat di BRI Syariah KC Semarang Jl. MT. 
Haryono No. 657, Wonodri, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa 
Tengah. 
3. Sumber Data 
a. Sumber. data. primer 
Sumber data primer yaitu data yang dibutuhkan untuk memperoleh 
data yang berkaitan langsung dengan onjek penelitian. Dalam hal ini 
data diperoleh secara langsung dari unit Mikro BRI Syariah yang 
bertanggungjawab dalam penanganan pelaksanaaan pembiayaan 
Mikro dan pihak lain yang diperlukan dalam penelitian ini. Dalam hal 
ini data primer diperoleh dari Bapak Dian Bagus Pratama selaku  
Account Officer Micro (AO Micro) BRI Syariah KC Semarang 
b. Sumber data sekunder 
Merupakan data yang digunakan untuk mendukung sumber primer. 






langsung berhubungan dengan peneliti. Sumber ini sebagai sumber 
yang sifatnya pendukung, untuk melengkapi dan memperkuat serta 
memberikan penjelasan sumber data primer.
8
 Sumber data yang 
digunakan dalam penelitian ini antara lain bersumber dari buku, 
jurnal, skripsi terdahulu, Fatwa DSN, Undang-undang Perbankan, 
Peraturan Bank Indonesia serta dokumen. 
c. Teknik pengumpulan data penelitian antara lain: 
a) Observasi 
Observasi merupakan teknik yang digunakan untuk pengumpulan 
data dengan menggunakan pengamatan terhadap kegiatan yang 
sedang berlangsung.
9
 Kegiatan observasi meliputi melakukan 
pencatatan secara sistematik kejadian-kejadian, perikaku, obyek-
obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam 
mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Perab pokok dalam 
observasi adalah dapat ditemukannya interaksi atau hubungan 
yang erat dengan latar belakang sosial yang ada.
10
 Pada 
kesempatan ini peneliti melakukan observasi secara langsung di 
BRI Syariah KC Semarang.  
b) Wawancara 
Wawancara adalah komunikasi secara langsung antara peneliti 
dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung 
dengan pihak bank yang bertanggungjawab menangani pelayanan 
pembiayaan dan analisis pembiayaan. Teknik ini digunakan untuk 
memperoleh data dari narasumber secara langsung. Keungulan 
utama wawancara ialah memungkinkan peneliti mendapatkan 
jumlah data yang banyak.
11
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Dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang berupa 
dokumen dan catatan dari sumber yang diteliti. Guna 
pengumpulan data secara tidak langsung ditujukan untuk subjek 
penelitian, dengan melalui dokumen.
12
 Pengumpulan data 
penelitian dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang 
berhubungan dengan pembiayaan mikro yang akan dijadikan 
sebagai data pendukung penelitian seperti: Laporan keuangan, 
dan Akad. 
4. Teknik pengolahan data 
Teknik dalam  pengolahan data yang digunakkan adalah teknik 
pengolahan data dengan cara deskriptif. Deskripsi menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia adalah sebuah bentuk pemaparan ataupun sebuah bentuk 
penggambaran dari kata-kata yang jelas dan juga detail secara terperinci.
13
 
Teknik ini digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan 
dan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan berupa hasil 
wawancara. 
5. Teknik analisis data 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah teknik analisis 
deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan analisis yang 
menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta 
yang tampak atau sebagaimana adanya.
14
 Metode ini digunakan untuk 
mengetahui gambaran tentang proses pembiayaan mikro menggunakan 
akad Murabahah bil Wakalah ditinjau dari sumber hukum yang ada. 
Sehingga benar /tidaknya sudah sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. 
Data yang diperoleh dianalisa dengan landasan kepustakaan sebagai 
landasan teoritis sehingga dapat diambil kesimpulan. Setelah dianalisis 
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hasil dijabarkan secara deskriptif dengan memberikan gambaran 
bagaimana data sesuai dengan perusahaan yang diteliti diambil 
kesimpulannya. 
F. Sistematika Penulisan 
Penulisan skripsi yang digunakan penulis dalam penelitian ini disusun 
dengan sistematika sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab pendahuluan menguraikan latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta 
sistematika penulisan. 
BAB II PEMBAHASAN UMUM 
Bab ini dibahas tentang landasan teori yang digunakan untuk memecahkan 
masalah penelitian. Pembahasan ini meliputi ; Teori Pembiayaan yang 
didalamnya menjelaskan akad yang digunakan, mekanisme pembiayaan serta 
teori Margin, Teori Inklusifitas, dan Teori UMKM. 
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 
Bab ini dijelaskan mengenai data penelitian yang meliputi gambaran 
umum BRI Syariah serta nasabah Pembiayaan Mikro iB di BRI Syariah KC 
Semarang 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menuraikan tentang hasil penelitian mengenai pelaksanaan model 
pembiayaan mikro dan keunggulannya, serta analisis pelaksanaan pembiayaan 
ditinjau dari Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank indonesia mengenai sistem 
pembiayan menggunakan akad Murabahah bil Wakalah dan penetapan 
margin atau keuntungan yang diperoleh. 
BAB V PENUTUP 
Bab terakhir ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang 









PEMBAHASAN UMUM PEMBIAYAAN 
A. PEMBIAYAAN 
1. Definisi Pembiayaan 
Pembiayaan menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah, Pembiayaan 
diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu 
berupa: 
a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah 
b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam 
bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik 
c. Transaksi jual beli alam bentuk piutang murabahah, salam, dan 
istishna‟ 
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qardh 




Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan suatu pihak ke 
pihak lain sebagai pendukung invesasi yang dilakukan lembaga maupun 
perorangan. Pembiayaan berdasar prinsip syariah merupakan penyediaan 
uang atau dana berdasarkan kespakatan antara bank dan nasabah yang 
mewajibkan pihak penerima pembiayaan untuk mengembalikan/mengangsur 
uang/dana tersebut sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. 
Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan 
yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik 
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2. Landasan Syariah 
a. Al Quran17 
Dasar hukum pembiayaan terdapat dalam QS. An-Nisa Ayat: 12 
ِلَك فَ ُهْم ُشرََكاُء ِف الث ُُّلثِ …  …فَِإْن َكانُوا َأْكثَ َر ِمْن ذََٰ
Artinya: 
“ Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu” (QS. An-
Nisa:12) 
Disebutkan pula dalam  Q.S. Shad Ayat: 24 
 ظََلَمَك ِبُسَؤاِل نَ ْعَجِتَك ِإََلَٰ نَِعاِجِو ۖ َوِإنَّ َكِثريًا ِمَن اْْلَُلطَاِء لَيَ ْبِغي بَ ْعُضُهْم َعَلىَٰ بَ ْعٍض ِإّلَّ قَاَل َلَقْد 
َا فَ تَ نَّاُه فَاْستَ ْغَفَر رَبَُّو وَ  رَاِكًعا  َخرَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِِلَاِت َوقَِليٌل َما ُىْم ۗ َوَظنَّ َداُووُد أَّنَّ
 َوأَََنبَ 
Artinya: 
“Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu 
dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada 
kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 
berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang 
lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang 
saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa 
Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu 
menyungkur sujud dan bertaubat.” 
b. Al Hadist 
ْيِميِّ  ثَ نَا ُُمَمَُّد ْبُن الّزِبْرِقَاِن َعْن َأِب َحيَّاَن الت َّ يِصيُّ َحدَّ ُد بُْن ُسَلْيَماَن اْلِمصِّ ثَ َنا ُُمَمَّ  َعْن أَبِيِو َعْن َحدَّ
َصاِحَبُو فَِإَذا َخانَوُ َأِب ُىَريْ َرَة رَفَ َعُو قَاَل ِإنَّ اَّللََّ يَ ُقوُل أَََن ََثِلُث الشَّرِيَكْْيِ َما َلَْ ََيُْن َأَحُدُُهَا 
 َخَرْجُت ِمْن بَ ْيِنِهَما
Artinya: 
“Dari Abu Hurairah, rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya 
Allah SWT berfirman:‟ Aku pihak ketiga dari dua orang yang 
bersyarikat selama salah satunya tidak menghianati temannya,” (HR. 
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3. Jenis Pembiayaan 
Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua 
hal berikut: 
a. Pembiayaaan konsumtif 
Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang penggunaannya 
untuk kebutuhan konsumsi, yang habis digunakan untuk memenui 
kebutuhan. Akad yang digunakan dalam pembiayaan konsumtif 
adalah murabahah dan ijarah 
b. Pembiayaan Produktif 
Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang penggunaannya 
untuk memenuhi kebutuhan produksi, yaitu untuk meningkatkan 
usaha dari usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
19
 
Macam Pembiayaan Produktif yaitu: 
1) Pembiayaan Investasi, merupakan pembiayaan untuk pembelian 
pengadaan sarana/alat produksi
20
 dan barang-barang modal 
sebagai penunjang jalannya usaha.
21
 Pembiayaan investasi 
diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi, seperti: 
penambahan modal, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek 
baru. Akad yang sering digunakan, yakni murabahah dan ijarah 
muntahiat bit tamlik. Pembiayaan Investasi memiliki ciri-ciri: 
1. Guna pengadaan barang-barang modal. 
2. Perencanaan alokasi dana yang terarah dan matang. 
3. Jangka waktu menengah dan panjang.22 
2) Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang 
penggunaannya untuk penunjang kebutuhan modal kerja usaha 
atau perputaran usaha nasabah pembiayaan. Akad yang 
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dihunakan dalam Pembiayaan Modal Kerja yaitu Musyarakah 
atau mudharabah. Untuk pengadaan asset/barang, akad yang 
digunakan yaitu murabahah.23 
Pembiayaan Modal Kerja dapat dibagi sebagai berikut: 
a) Pembiayaan Likuiditas (Cash Financing) 
Penggunaan pembiayaan ini untuk memenuhi kebutuhan 
akibat adanya tidak sesuainya arus kas masuk dan arus kas 
perusahaan atau usaha.  
b) Pembiayaan Piutang (Receivable Financing) 
Pembiayaan ini muncul pada perusahaan yang melakukan 
penjualan barang secara kredit/angsuran, namun jumlah dan 
jangka waktu melebihi kapasitas kepemilikan modal 
perusahaan.  
c) Pembiayaan Persediaan (Inventory Financing) 
Pembiayaan persediaan dapat diberikan kepada nasabah 




4. Pembiayaan Menggunakan Akad Murabahah 
a. Murabahah 
1) Teori Pertukaran 
Pertukaran (al-bai‟) merupakan pertukaran harta dengan tujuan 
kepemilikan. Saat ini, pertukaran identic dengan cara jual-beli 
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Dua pilar teori pertukaran antara lain:
26
 
1) Objek pertukaran 
Dua jenis objek pertukaran, yaitu: 
a. „ayn (real asset) berupa barang dan jasa 
b. Dayn (financial asset) berupa uang dan surat berharga 
2) Waktu pertukaran 
Fiqih membedakan dua waktu pertukaran, yaitu: 
a. Naqdan (immediate delivery) yang berarti penyerahan saat itu 
juga 
b. Ghairu naqdan (deffered delivery) yang berarti penyerahan 
kemudian 
Pertukaran ‘ayn dengan dayn 
Pertukaran „Ayn dengan Dayn, yang dibedakan adalah jenis 
„ayn-nya. Jika „ayn-nya berupa barang, maka pertukaran „ayn 
dengan dayn itu disebut jual beli (al-bai‟). Sedangkan jika „ayn-nya 
adalah jasa, maka pertukaran itu disebut sewa-menyewa/upah 





2) Pengertian Murabahah  
Akad Murabahah menurut Undang-Undang Perbankan Syariah 
adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga 
belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih 
sebagai keuntungan yang disepakati. Akad Murabahah  menurut 
Peraturan BI adalah akad transaksi jual beli suatu barang sebesar harga 
perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para 
pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga 
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 Menurut Wahab al-Zuhaili, jual-beli 
murabahah adalah: 
 .حٍ بْ رِ  ةِ دَ يَ زِ  عَ مَ  لِ وَ اْلَ  نِ مَ الشَّ  لِ شْ ُىَو بَ ْيُع بِِ  (ةِ ابََ رَ مُ الْ  عُ يْ )بَ 
“jual-beli dengan harga perolehan disertai tambahan sebagai 
keuntunan”.28 
Pembiayaan murabahah (al-bai‟ bi tsaman ajil) lebih dikenal 
sebagai murabahah saja. Murabahah yang berasal dari kata “ribhu” 
(keuntungan) adalah transaksi jual beli dengan menyebutkan 
keuntungannya. Harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan 
(margin). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka 
waktu pembayaran. Harga jual tercantum dalam akad dan telah 
disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam 
perbankan, murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran 
angsuran (bai bitsaman ajil atau muajjal). Dalam transaksi ini barang 
diserahkan secara langsung setelah akad, sedangkan pembayaran 
dilakukan secara tangguh atau angsuran.
29
 Saat ini, produk inilah yang 
paling banyak digunakan oleh bank syariah karena paling mudah dalam 
implementasiannya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. 
Dalam  fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama 
Indonesia (MUI), karakteristik pembiayaan murabahah merupakan 
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3) Dasar hukum Akad Murabahah 
a) Al-Quran31 
Sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al Baqarah ayat:275 
ِلكَ  ْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ ۚ ذََٰ  الَِّذيَن َيَُْكُلوَن الّرََِب َّل يَ ُقوُموَن ِإّلَّ َكَما يَ ُقوُم الَِّذي يَ َتَخبَُّطُو الشَّ
ُ الْ  َا اْلبَ ْيُع ِمْثُل الّرََِب ۗ َوَأَحلَّ اَّللَّ بَ ْيَع َوَحرََّم الّرََِب ۚ َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظةٌ ِمْن رَبِّوِ ِِبَن َُّهْم قَاُلوا ِإَّنَّ
فَانْ تَ َهىَٰ فَ َلُو َما َسَلَف َوَأْمُرُه ِإََل اَّللَِّ ۖ َوَمْن َعاَد فَُأولََِٰئَك َأْصَحاُب النَّاِر ۖ ُىْم ِفيَها 
 َخاِلُدونَ 
Artinya: 
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 
syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang 
demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 
sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah 
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-
orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, 
lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa 
yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali 
(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni 
neraka; mereka kekal di dalamnya.” 
Tercantum pula dalam Q.S An-Nisa (4) ayat: 29 
َنُكْم َِبْلَباِطِل ِإّلَّ َأْن تَ  ُكوَن ِِتَارًَة َعْن تَ رَاٍض َي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َّل ََتُْكُلوا أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ
َ َكاَن ِبُكْم رَِحيًما  ِمْنُكْم ۚ َوَّل تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم ۚ ِإنَّ اَّللَّ
Artinya: 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di 
antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 
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Dijelaskan dalam hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu 
Majah : 
ُ َعَلْيِو  َوَسلََّم قَاَل : َثاَل ٌث ِفْيِهنَّ اَْلبَ رََكةُ: اَْلبَ ْيُع ِإََلَ َأَجٍل, َواْلُمَقَرَضةُ, َأنَّ النَِّبَّ َصلَّي هللا
ِعرْيِ لِْلبَ ْيِت ّلَ لِْلبَ ْيِع )رواه ابن ماجو عن صهيب(  َوَخْلُط اْلُبِّ َِبلشَّ
Artinya: 
“Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah SAW. 
bersabda, „Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan : jual 
beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan 
mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, 
bukan untuk dijual.‟” (H.R Ibnu Majah) 
Dijelaskan pula dalam hadist Nabi yang diriwayatkan oleh al-
Baihaqi dan Ibnu Majah : 
 نْ عَ  عُ يْ بَ الْ  اَ َّنَّ إِ  :الَ قَ  مَ لَّ سَ وَ  وِ لِ آوَ  وِ يْ لَ عَ  ى هللاُ لَّ صَ  هللاِ  لَ وْ سُ رَ  نَّ هنع هللا يضر أَ  يْ رِ دْ اْلُْ  دٍ يْ عِ سَ  ِبْ أَ  نْ عَ 
 )رواه البيهقي وابن ماجو و صححو ابن حبان( اضٍ رَ تَ 
Artinya: 
 “Dari Abu Sa‟id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, „Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka 
sama suka‟” (H.R. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah) 
c) Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI 
Pembiayaan Murabahah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-
MUI/IV/2000 pada tanggal 1 April 2000 yang menyatakan 
bahwa pembiayaan murabahah diberikan kepada masyarakat 
guna membantu masyarakat dalam kelangsungan 
kesejahteraannya. Fasilitas murabahah dalam perbankan syaria 
ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan yaitu dengan 
menjual barang dengan menyebutkan harga beli dan harga jual 
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Ketentuan tentang pembiayaan murabahah tercantum 
dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 sebagai berikut: 
1. Ketentuan Umum Murabahah 
a. Bank dan nasabah melakukan akad murabahah  yang 
bebas riba 
b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh 
syariat Islam 
c. Bank membiayai pembelian barang sesuai kualifikasi 
yang telah disepakati dengan sebagian atau seluruh 
harga pembelian  
d. Bank membeli barang yang bebas riba dengan atas 
nama bank  
e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan 
dengan pembelian 
f. Bank menjual barang dengan harga jual beli 
ditambah keuntungan  
g. Nasabah membayar harga barang yang telah 
disepakati 
h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau 
kerusakan akad, pihak bank dapat mengadakan 
pejanjian khusus dengan nasabah 
i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk 
membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli 
murabahah harus dilakukan setelah barang, secara 
prinsip, menjadi milik bank 
2. Ketentuan murabahah kepada nasabah 
a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian 
pembelian suatu barang atau asset kepada bank 
b. Bank membeli asset yang dipesankan secara sah 
kepada pedagang, setelah adanya penerimaan 






c. Nasabah harus menerima penawaran asset yang 
dilakukan oleh bank sesuai kesepakatan pejanjian.  
d. Bank diperbolehkan meminta nasabah untuk 
membayar uang muka saat menandatangani 
kesepakatan awal pemesanan 
e. Jika nasabah menolak membeli barang tersebut, 
biaya riil bank harus dibayar dari uang muka 
tersebut 
f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang 
harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta 
kembali sisa kerugian kepada nasabah 
g. Jika uang muka memakai kontrak „urbun sebagi 
alternatif dari uang muka, maka: 
i. Jika nasabah memutuskan untuk membeli 
banrang tersebut, ia tinggal membayar sisa 
harga 
ii. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi 
milik bank maksimal sebesar kerugian yang 
ditanggung oleh bank akibat pembatalan 
tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, 
nasabah wajib melunasi kekurangannya 
h. Jaminan dalam murabahah diperbolehkan, agar 
nasabah serius dengan pesanannya 
i. Hutang dalam murabahah secara prinsip 
penyelesaiannya tidak ada kaitannya dengan 
transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak 
ketiga atas barang tersebut 
3. Penundan pembayaran dalam murabahah. Bahwa 
nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan 






menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika 
salah satu 
4. Pihak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui badan Arbitrase Syariah stelah tidak 
mencapai kesepakatan melalui musyawarah. 
5. Bangkrut dalam murabahah, jika nasabah telah 
dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, 
bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi 
sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.
34
 
Ketentuan Uang Muka dalam murabahah tercantum 
dalam Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional No. 13/DSN-
MUI/IX/2000 sebagai berikut: 
1. Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga 
Keuangan Syari‟ah (LKS) dibolehkan untuk meminta 
uang muka a pabila kedua belah pihak bersepakat.  
2. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan 
kesepakatan.  
3. Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah 
harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang 
muka tersebut.  
4. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS 
dapat meminta tambahan kepada nasabah.  
5. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS 
harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah. 
Ketentuan Diskon dalam murabahah tercantum dalam 
Fatwa  Dewan Syari‟ah Nasional No. 16/DSN-MUI/IX/2000 
sebagai berikut: 
1. Harga (tsaman) dalam jual beli adalah suatu jumlah 
yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama 
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dengan nilai (qîmah) benda yang menjadi obyek jual 
beli, lebih tinggi maupun lebih rendah. 
2. Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan 
biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai 
dengan kesepakatan. 
3. Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon 
dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah 
diskon; karena itu, diskon adalah hak nasabah. 
4. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian 
diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (per-
setujuan) yang dimuat dalam akad. 
5. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah 
diperjanjikan dan ditandatangani. 
Ketentuan ganti rugi (Ta‟widh)  dalam murabahah 
tercantum dalam Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional No. 
43/DSN-MUI/VIII/2004 sebagai berikut: 
1. Ganti rugi (ta‟widh) hanya boleh dikenakan atas pihak 
yang dengan sengaja karena kelalaiannya melakukan 
sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan 
menimbulkan kerugian pada pihak lain 
2. Kerugian yang dapat dikenakan ta‟widh sebagaimana 
termaksud dalam ayat 1 adalah kerugian tiil yang dapat 
diperhitungkan dengan jelas 
3. Kerugian riil sebagimana dimaksud ayat 2 adalah 
biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka 
penagihan hak yang seharusnya dibayarkan 
4. Besar ganti rugi adalah sesuai dengan nilai kerugian riil 
(real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam 
transaksi tersbut dan bukan keugian yang diperkirakan 






(potential loss) karena adanya peluang yang hilang 
(opportunity loss atau al-furshah al-dha-I‟ah) 
5. Ganti rugi boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang 
menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, 
istishna‟ serta murabahah dan ijarah 
6. Dalam akad mudharabah dan musyarakah, ganti rugi 
hanya boleh dikenakan oleh shahibu maal atau salah 
satu pihak dalam musyarakah apabila bagian 
keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan. 
Ketentuan Sanksi Atas Nasabah Mampu yang 
Menunda-nunda Pembayaran dalam murabahah tercantum 
dalam Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional No. 17/DSN-
MUI/IX/2000 sebagai berikut: 
1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang 
dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu 
membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan 
disengaja. 
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar 
disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan sanksi. 
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran 
dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik 
untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. 
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan 
agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan 
kewajibannya. 
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang 
besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat 
saat akad ditandatangani. 



















1. Nasabah mengajukan pembiayaan dengan membawa 
persyaratan 
2. Bank membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang 
diinginkan nasabah kepada suplier 
3. Bank dan nasabah melakukan akad jual beli setelah bank 
membeli barang sesuai dengan keinginan nasabah kepada 
suplier 
4. Suplier mengirimkan barang ke nasabah setelah adanya 
perintah pengiriman dari bank 
5. Nasabah melakukan pembayaran angsuran kepada bank 
b. Murabahah bil Wakalah 
1) Pengertian Murabahah bil Wakalah 
Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan 
menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh 
penjual (bank) dan pembeli (nasabah). Sedangkan Wakalah berarti 
penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Jadi, Murabahah 
bil Wakalah merupakan jual-beli dengan menggunakan sistem 
wakalah. Penjual (bank) memberikan kuasa untuk pembelian barang 
kepada nasabah, maka akad yang digunakan akad wakalah setelah akad 
2. Beli Barang   4. Kirim   





Murabahah   








wakalah berakhir ditandainya penyerahan barang dari nasabah ke bank 
kemudian pihak lembaga memberikan akad murabahah. 
Akad murabahah bil wakalah adalah jual-beli dengan 
mewakilkan pembelian barang kepada nasabah dan bank menjual 
barang tersebut dengan harga serta keuntungan dan jangka waktu yang 
disepakati oleh nasabah dan bank.
35
 
Terdapat dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Pasal 1 
Ayat 9 yang berbunyi: “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah 
untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah 
harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.”
36
 
2) Mekanisme akad Murabahah bil Wakalah 














1) Pengajuan pembiayaan oleh nasabah disertai dengan 
persyaratan pembiayaan  
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2) Bank melakukan pembelian barang dengan mewakilkan 
kepada nasabah 
3) Nasabah melakukan pembelian barang kepada pihak ketiga 
(suplier) secara tunai dengan atas nama bank 
4) Nasabah menyerahkan barang ke bank, dilanjutkan dengan 
akad murabahah dengan angsuran 
5) Nasabah membayar angsuran kepada bank 
5. Penetapan Margin 
a. Pengertian Margin 
Margin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah laba 
berdasarkan tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual di pasar.  
Menurut S. Munawir, Profit margin yaitu besarnya keuntungan operasi 
yang dinyatakan dalam prosentase dan jumlah penjualan bersih.  Profit 
margin ini mengukur tingkat keuntungan yang dapat dicapai perusahaan 
dihubungkan dengan penjualan. Secara teknis, yang dimaksud margin 
adalah persentase tertentu yang diterapkan pertahun penghitungan margin 
keuntungan secara 12 bulanan.
38
  
Bank syariah menerapkan margin terhadap produk-produk 
pembiayaan yang berbasis Natural Certainty Contract (NCC)39 yakni 
akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi 
jumlah maupun waktu, seperti pembiayaan murabahah, IMBT, Salam dan 
Istishna. Dapat disimpulkan bahwa margin adalah persentase tertentu 
yang ditetapkan bank secara pertahun penetapan penghitungannya. 
Nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran. Besarnya 
piutang tergantung pada plafond pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan 
yang tercantum dalam akad pembiayaan. 
Konsep keuntungan dalam Islam adalah transaksi ekonomi yang 
dilakukan harus menggunakan unsur „iwad. „Iwad dapat dipahami  
sebagai nilai yang berupa resiko, kerja dan usaha serta rasio. Semua 
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transaksi perniagaan untuk mendapatkan keuntungan harus memenuhi 
kaidah tersebut. Selanjutnya jika unsur- unsur „iwad tersebut tidak 
dipertimbangkan maka transaksi tersebut tergolong riba.
40
 
b. Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI 
Ketentuan pengakuan keuntungan tercantum dalam pembiayaan 
Murabahah tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 84/DSN-
MUI/XII/2012 dalam ketentuan khusus no. 2 yang berbunyi: “Pengakuan 
keuntungan al-Tamwil bi al-Murabahah dalam bisnis yang dilakukan oleh 
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dilakukan secara Proporsional 
dan secara Anuitas selama sesuai dengan 'urf (kebiasaan) yang berlaku di 
kalangan LKS”. Dalam ketentuan tersebut menerangkan bahwa 
pengakuan keuntungan dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah 
maupun Perbankan Syariah secara proporsional atas jumlah piutang yang 
berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap 
jumlah piutang yang berhasil ditagih dan secara Anuitas serta besarnya 
pengakuan keuntungan harus ada selama jangka waktu angsuran. 
c. Pengakuan Angsuran Harga Jual41 
Pengakuan angsuran dapat dihitung dengan menggunakan metode: 
1) Metode Margin Keuntungan Menurun (Sliding) 
Merupakan perhitungan margin keuntungan yang semakin 
menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat 
adanya cicilan/angsuran harga pokok, jumlah angsuran (harga 
pokok dan margin keuntungan) yang dibayar oleh nasabah setiap 
bulan semakin menurun. 
2) Margin Keuntungan Rata-rata 
Merupakan margin keuntungan menurun yang perhitungannya 
secara tetap dan jumlah angsuran (harga pokok dan margin 
keuntungan) dibayar nasabah secara tetap setiap bulan 
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3) Margin Keuntungan Flat 
Perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok 
pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, 
walaupun baki debetnya menurun akibat dari adanya angsuran 
harga pokok. 
4) Margin Keuntungan Annuitas 
Mergin keuntungan yang diperoleh dan perhitungannya secara 
anuitas. Perhitungan anuitas adalah cara pengembalian 
pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan 
margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan 
menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar 
dan margin keuntungan yang semakin menurun. 
B. Keuangan Inklusif 
Inklusi keuangan merupakan terbukanya akses dana penggunaan layanan 
keuangan yang nyaman dan terjangkau. Cakupan inklusi keuangan antara lain: 
layanan keuangan yang berkelanjutan, relevan, hemat biaya dan bermakna bagi 
masyarakat yang kurang terlayani secara finansial terutama penduduk pedesaan. 
Layanan tersebut termasuk tabungan, pembiayaan, asuransi dengan cara yang 
cukup aman, handal, dan fleksibel dalam hal akses dan desain.
42
 
Keuangan inklusif merupakan upaya yang digunakan untuk meniadakan 
segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non-harga terhadap akses 
masyarakat dalam pemanfaatan jasa keuangan sehingga memberikan manfaat 
yang baik terhadap meningkatnya taraf hidup masyarakat terutama untuk daerah 
dengan wilayah dan kondisi geografis yang sulit dijangkau atau daerah 
perbatasan. Pada dasarnya, kebijakan keuangan inklusif adalah suatu bentuk 
pendalaman layanan keuangan (financial service deepening) yang ditujukan 
kepada masyarakat in the bottom of the pyramid untuk memanfaatkan produk dan 
jasa keuangan formal seperti sarana menyimpan uang yang aman (keeping), 
transfer, menabung maupun pinjaman dan asuransi. Hal ini dilakukan tidak saja 
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Tujuan keuangan inklusif antara lain:  
a. Strategi keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi besar pembangunan 
ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan 
stabilitas sistem keuangan. 
b. Sarana penyedia jasa dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat. 
c. Peningkatan pengetahuan masyarakat dalam layanan keuangan. Faktor 
penghambat dalam keuangan inklusif adalah rendahnya tingkat 
pengetahuan masyarakat mengenai layanan keuangan. Pengetahuan ini 
penting agar masyarakat merasa lebih aman berinteraksi dengan lembaga 
keuangan. 
d. Meningkatnya akses layanan keuangan kepada masyarakat. Faktor 
geografis dan kendala administrasi menjadi kendala bagi masyarakat 
lapisan bawah dalam mengakses layanan keuangan. Penyelesaian 
permasalahan tersebut menjadi dasar dalam penyederhanaan akses 
masyarakat ke jasa keuangan.  
e. Memperkuat sinergi antara bank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga 
keuangan non bank. Pemerintah harus menjamin tidak hanya 
pemberdayaan kantor cabang, tetapi juga peraturan yang memungkinkan 
perluasan layanan keuangan formula. 
f. Pengoptimalan teknologi informasi dan komunikasi guna perluasan 
cakupan layanan keuangan.  
Inklusi keuangan sebagai kisaran, kualitas dan ketersediaan layanan 
keuangan bagi yang tidak terlayani secara finansial. Indikator sebuah negara 
dalam pengembangan inklusi keuangan dapat dilihat dari: 
a. Ketersediaan/akses, yaitu kemampuan penggunaan jasa keuangan formal 
dalam hal keterjangkauan fisik dan harga 
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b. Penggunaan, kemampuan penggunaan actual produk dan jasa keuangan 
(antaralain keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan) 
c. Kualitas, apakah kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi oleh produk dan 
jasa keuangan atau tidak.  




Keuangan inklusif menjadi strategi Guna mendorong pertumbuhan 
ekonomi melalui pemerataan distribusi pendapatan, turunnya tingkat kemiskinan, 
serta sistem keuangan yang stabil. Strategi keuangan inklusif di Indonesia 
bukanlah sebuah inisiatif yang terisolasi, sehingga keterlibatan dalam keuangan 
inklusif tidak hanya terkait dengan tugas Bank Indonesia, namun juga regulator, 
kementerian dan lembaga lainnya dalam upaya pelayanan keuangan kepada 
masyarakat luas. Dengan adanya strategi ini diharapkan adanya kolaborasi antar 




C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 
1. Pengertian UMKM 
Definisi Usaha mikro dan kecil adalah kegiatan ekonomi yang 
dilakukan oleh perseorangan/rumah tangga/badan usaha yang tujuannya 
untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperjual-belikan secara 
komersial dan mempunyai omzet penjualan sebesar satu miliar rupiah atau 
kurang. Usaha Menengah didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang 
dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun salah satu badan 
usaha bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan 
secara komersial dan mempunyai omzet penjualan lebih dari satu miliar. 
Menurut Departemen Perindustrian (1993) UKM didefinisikan 
sebagai perusahaan yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI), 
memiliki total aset tidak lebih dari Rp 600 Juta (diluar area perumahan dan 
perkebunan. Usaha mikro/kecil menggunakan kurang dari lima orang 
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Kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM yang 
tercantum dalam UU pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih/nilai asset (tidak 
termasuk tanah dan bangunan usaha) atau hasil penjualan tahunan. 
Kriterianya  sebagai berikut: 
a) Usaha mikro merupakan unit usaha yang asset urang dari Rp. 50 juta 
(tidak termasuk tanah dan bangunan usaha) dengan hasil penjualan 
pertahun paling banyak sebesar Rp. 300 Juta. 
b) Usaha kecil yang memiliki aset dari Rp. 50 juta sampai Rp. 500 juta 
(tidak termasuk tanah dan bangunan usaha) dengan penjualan 
pertahun lebih dari Rp. 300 juta sampai maksimum Rp. 2,5 milyar. 
c) Usaha menengah merupakan perusahaan dengan nilai asset/kekayaan 
bersih lebih dari Rp. 500 juta sampai Rp. 100 milyar dengan hasil 
penjualan pertahun diatas Rp. 2,5 milyar sampai  Rp. 50 milyar.
47
 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah pemain utama dalam 
kegiatan ekonomi di indonesia. Kemampuan UMKM untuk berkembang 
secara mandiri merupakan masa depan pembangunan ekonomi bangsa. 
Untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi kedepan perlu dilakukan 
pemberdayaan UMKM (Usama Mikro Kecil dan Menengah) guna 
memperkuat stuktur perekonomian bangsa.  
Terwujudnya UMKM yang tangguh, memiliki daya saing tinggi dan 
mempunyai peran dalam produksi dan distribusi, bahan baku serta 
permodalan untuk menghadapi persaingan pasar merupakan tujuan/sasaran 
yang ingin dicapai.  
UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. Pada 
prinsipnya pembedaan antara Usaha Milikro (UMI), Usaha Kecil (UK), 
Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada 
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nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omzet rata-rata per 
tahun, atau jumlah pekerja tetap.
48
 
2. Klasifikasi UMKM 
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah kelompok 
usaha yang jumlahnya sangat besar serta mampu bertahan dari berbagai 
macam kendala perekonomian sampai kendala krisis ekonomi. Dengan 
adanya kekuatan dalam perekonomian danjumlahnya yang sangat banyak, 
sudah mendadi keharusan untuk memperkuat kelompok UMKM (Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah) yang melibatkan berbagai kelompok 
masyarakat.
49
 Menggunakan kriteria tersebut, UMKM bisa diklasifikasikan 
sebagai berikut:  
a. Livelihood Activities 
UMKM yang termasuk dalam kelompok ini tidak memiliki jiwa 
entrepreneurship dan tujuannya adalah untuk mendapatkan 
kesempatan kerja dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.  
b. Micro Enterprise 
UMKM ini tidak bersifat entrepreneurship dan cenderung bersifat 
“ artisan” atau pengrajin. Kelompok usaha ini memiliki jumlah 
yang besar.  
c. Small Synamic Enterprises 
UMKM ini memiliki jiwa entrepreneurship. Banyak pengusaha 
skala menengah dan besar yang berasal dari kategori ini. Jika 
kategori kelompok usaha ini ada pembinaan yang baik, maka 
sebagian dari UMKM kategori ini akan masuk dalam kategori Fast 
Moving Enterprises. UMKM kategori ini cenderung lebih sedikit 
jumlahnya dan bisa menerima kegiatan ekspor serta pekerjaan 
subkontak.  
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d. Fast Moving Enterprises 
Merupakan kelompok UMKM yang memiliki jiwa entepreunership 
yang sejati. Kelompok ini memiliki jumlah yang sedikit. Banyak 
dari kelompok ini bermunculan usaha menengah dan besar.
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3. Peranan Strategis Usaha Mikro 
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) berperan penting 
dalam pembangunan perekonomian dan pertumbungan ekonomi serta 
mampu menyerap tenaga kerja yang banyak juga kontribusinya terhadap 
pembentukan dan pertumbuhan PDB paling besar dibandingkan dengan 
kontribusi dari usaha besar.
51
 
Peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam penyerapan 
tenaga kerja yang lebih besar dari usaha besar juga terlihat selama periode 
2002-2005. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memberikan kontribusi 
terhadap penyerapan tenaga kerja rata-rata sebesar 96,66% terhadap total 
keseluruhan tenaga kerja nasional, sedangkan usaha besar hanya 
memberikan kontribusi rata-rata 3,32% terhadap tenaga kerja nasional. 
Tinggi kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam menciptakan 
kesempatan kerja dibanding usaha besar mengindikasikan bahwa Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah memiliki potensi yang cukup besar untuk 




Peranan UMKM tak kalah pentingnya dengan upaya mewujudkan 
pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja yang tinggi adalah 
peranan dalam upaya mwujudkan pemerataan pendapatan. Pengembangan 
usaha mikro dapat memberikan kontribusi pada diversifikasi ekonomi dan 
perubahan struktur sebagai prakondisi pertumbuhan ekonomi jangka 
panjang yang stabil dan berkesinambungan. 
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Sektor UMKM telah terbukti tangguh, ketika trejadi krisis ekonomi 
1998. Hanya sektor UMKM yang bertahan dari kolapsnya ekonomi, 
sementara sektor yang lebih besar justru tumbang oleh krisis.mudrajad 
Kuncoro dalam Harian Bisnis Indonesia pada 21 Oktober 2008 
mengemukakan bahwa UMKM terbukti tahan terhadap krisis dan mampu 
survive karena: pertama, tidak memiliki utang luar negeri. Kedua, tidak 
banyak utang ke perbankan karena mereka dianggap unbankabke. Ketiga, 
menggunakan input lokal. Keempat, berorientasi ekspor. 
Sumbangan UMKM terhadap produk domestik bruto mencapai 
54%-57%. Sumbangan UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja sekitar 
96%.sebanyak 91% UMKM melakukan kegiatan ekspor melalui pihak 
ketiga eksportir/pedagang perantara. Hanya 8,8% yang berhubungan 
langsung dengan pembeli/importir di luar negeri.
53
 
Menurut Bank Indonesia peran strategis lain dari sektor UMKM 
antara lain: 
1. Jumlahnya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekoomi 
2. Menyerap banyak tenaga kerja dan setiap investasi menciptakan 
lebih banyak kesempatan kerja 
3. Memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan 
menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas 
dengan harga terjangkau. 
Dilihat dari data Kementerian Koperasi dan UKM, 2005, peran 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian 
Indonesia di antaranya: 
1. Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi 
diberbagai sektor 
2. Penyedia lapangan kerja yang terbesar 
3. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan 
pemberdayaan masyarakat 
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4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi 
5. Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui 
kegiatan ekspor 
4. Pemerintah dan Pembinaan Usaha Mikro 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan salah satu bagian 
penting dalam membangun perekonomian suatu negara/daerah. Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah menjadi salah satu prioritas dalam agenda 
pembangunan pemerintahan Indonesia. Hal ini terbukti dari bertahannya 
sektor Usaha Mikro saat terjadi krisis hebat pada tahun 1998, bila 
dibandingkan dengan sektor lain yang lebih besar justru tidak mampu 
bertahan dengan adanya krisis. 
Dilihat dari pembinaan yang efektif maka sebaiknya pemerintah 
memusatkan perhatiannya pada UMKM kategori tiga dan empat. 
Kelompok ini juga dapat menyerap materi pelatihan. Tujuan pembinaan 
terhadap UMKM kategori tiga dan empat adalah untuk mengembangkan 
mereka menjadi usaha skala menengah. Secara  konseptual penulis 
menganggap ada dua faktor kunci yang bersifat unternal yang harus 
diperhatikan alam proses pembinaan UMKM. Pertama, Sumber Daya 
Manusia (SDM), kemampuan untuk meningkatkan kualitas SDM baik atas 
upaya sendiri atau ajakan pihak luar. Selain itu dalam SDM juga penting 
untuk memperhatikan etos kerja dan mempertajam naluri bisnis. Kedua, 
Manajemen, pengertian manajemen dalam praktik bisnis meliputi tiga 
aspek yakni berfikir, bertindak dan pengawasan. 
Mudrajad Kuncoro mengatakan bahwa dua langkah strategis yang 
bisa diusulkan untuk mengembangjan sektor UKM, yaitu demand pull 
strategy dan supply push strategy. Demand Pull Strategy mencakup strategi 
perkuatan sisi permintaan, yang bisa dilakukan dengan perbaikan iklim 
bisnis, fasilitas mendapatkan HAKI(paten), fasilitas pemasaran domestik 
dan luar negeri, dan menyediakan peluang pasar. 
Langkah strategis lainnya adalah supply push strategy yang 






ketersediaan bahan baku, dukungan permodalan, bantuan 
teknologi/mesin/alat, dan meningkatkan kemampuan SDM.  Peranan usaha 
kecil menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan 
pembangunan yang dikelola oleh departemen yaitu Departeman 
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GAMBARAN UMUM BRI SYARIAH 
Gambaran Umum BRI Syariah KC Semarang 
1. Sejarah BRI Syariah KC Semarang 
Diawali dengan akuisisi Bank Jasa Artha pada tanggal 19 Desember 
2007 merupakan tanggal berdirinya PT. Bank BRI Syariah Tbk. pada tanggal 
16 Oktober 2008 merupakan awal beroperasinya BRI Syariah setelah adanya 
izin usaha dari Bank Indonesia melalui surat no. 10/67/Kep.GBI/ DPG/2008 
dengan nama PT Bank BRIsyariah dan seluruh kegiatan usahanya 
berdasarkan prinsip syariah Islam. 
Pada tangal 19 Desember 2008, Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk melakukan spin off  ke PT Bank BRI Syariah. 
Proses spin off tersebut efektif pada tanggal 1 Januari 2009 dengan 
ditandatanginya oleh Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk dan Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT 
Bank BRI Syariah.  
Dengan melihat potensi yang besar pada segmen perbankan syariah, 
BRI Syariah menghadirkan bisnis yang bersadar pada prinsip perbankan 
syariah dengan komitmen menyediakan produk serta layanan yang terbaik. 
BRI Syariah tumbuh secara positif.  
BRI Syariah membidik berbagai segmen dari segmen bawah sampai 
segmen atas di masyarakat. Sebagai bank ritel modern terkemuka, BRI 
Syariah mempunyai basis nasabah yang luas di seluruh penjuru Indonesia. 
BRI Syariah mengembangkan diri dalam menghadirkan produk serta layanan 
yang terbaik bagi nasabah dan seluruh pemangku kepentingan. BRI Syariah   
memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip syariah serta Undang-Undang yang 
berlaku di Indonesia dalam produk serta pelayanannya. Dengan demikian, 
BRI Syariah dapat terus melaju menjadi bank syariah terdepan dengan 
jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.  
Dengan pengembangan strategis serta inisiatif guna peningkatan dan 






Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dengan cara pemanfaatan jaringan 
guna pembangunan kantor prlayanan syariah yang terfokus pada 
penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan.  
Tahun 2013, PT Bank BRI Syariah merintis usaha guna peningkatan 
status bank sebagai bank devisa untuk direalisasikan pada tahun 2014 sesuai 
izin Bank Indonesia No.15/2272/Dpbs. 
Dengan pengambilan langkah pasti dengan melakukan Initial Public 
Offering pada tanggal 9 Mei 2018 di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan 
langkah tersebut menjadikan BRI Syariah sebagai anak usaha BUMN di 




2. Visi dan Misi BRI Syariah 
Visi BRI Syariah: 
“Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan 
finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah 
untuk kehidupan lebih bermakna.” 
Misi BRI Syariah: 
1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam 
kebutuhan finansial nasabah. 
2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika 
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 
3. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan 
pun dan dimana pun. 
4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas 
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3. Struktur Organisasi BRI Syariah KC Semarang 
Adapun struktur organisasi BRI Syariah adalah sebagai berikut: 
 
Sesuai dengan struktur diatas, untuk mengetahui dan memahami fungsi 
serta tugas dalam setiap lini, uraiannya adalah sebagai berikut: 
a. Pimpinan Cabang 
Pimpinan cabang sebagai ketua PT BRI Syariah KC Semarang yang 
bertugas untuk mengarahkan dan mengkoordinasi rencana kerja 
anggaran kantor serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan serta 
mengkoordinasikan pelaporan untuk memastikan kesesuaian 
pelaksanaan kerja anggaran yang telah ditetapkan 
b. Financial Review Manager 
Berperan langsung terhadap urusan keuangan dan persiapan analisa 
operasioal perusahaan termasuk laporan keuangan intern terjadwal. 
Bertanggungjawab terhadap perencanaan dan kebijakan dibidang 









c. Resident Auditor 
Melakukan analisa dan menyusun Perencanaan Audit Tahunan dan 
Perencanaan Audit Individual serta melaksanakan audit dan konsultasi 
untuk meningkatkan penerapan proses pengendalian intern. 
Manajemen resiko dan pelaksanaan GCG. 
d. Mikro Marketing Manager 
Micro Marketing Manager berjumlah dua orang yang 
bertanggungjawab atas performance keuntungan Unit Mikro Syariah 
dengan tujuan meningkatkan laba perusahaan. 
e. Marketing Manager 
Sebagai pembantu pimpinan cabang guna mempersiapkan rencana 
kerja anggaran untuk pemcapaian target bisnis yang dikelokanya.  
f. Operation and Service Manager 
Bertugas memberikan persetujuan/otorisasi transaksi sesuai 
kewenangan serta sebagai pengkoordinir persiapan sarana & prasarana 
operasional kantor.  
g. Financing Support Manager 
Bertugas sebagai pengawas dokumen dan kualitas yang diberikan 
serta memastikan kegiatan financing support sesuai dengan standar 
perusahaan.  
4. Produk BRI Syariah KC Semarang57 
a. Produk Penghimpunan Dana BRI Syariah 
1. Tabungan Haji BRI Syariah iB 
Produk simpanan yang ditujukan khusus calon jamaah haji gyna 
pemenuhan kebutuhan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). 
Akad yang digunakan adalah Mudharabah Mutlaqah.  
2. Tabungan Faedah BRI Syariah 
Produk simpanan untuk nasabah perorangan yang 
mengharapkan adanya kemudahan dalam transaksi keuangan 
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sehari-hari. Produk ini menggunakan akad wadi‟ah yad 
dhamanah.  
3. Simpanan Pelajar BRI Syariah iB  
Tabungan pelajar/siswa yang dibuat secara nasional oleh 
perbankan di Indonesia dengan syarat yang sederhana dan 
mudah dengan fitur  yang menarik, untuk mengedukasi dan 
inklusi keuangan guna mendukung dan mendorong budaya 
menabung sejak dini.  
4. Giro Faedah Mudharabah BRI Syariah iB  
Tabungan investasi dana yang penarikannya dilakukan 
menggunakan cek, bilyetgiro sesuai dengan jangka waktu 
penarikan. Simpanan investasi dana ini menggunakan akad 
Mudharabah Mutlaqah.  
5. Deposito BRI Syariah iB  
Tabungan berjangka untuk nasabah perusahaan ataupun 
individu yang memberikan keuntungan secara optimal. 
Simpanan ini menggunakan sistem Bagi Hasil yang sesuai 
prinsip syariah.  
b. Produk Pembiayaan BRI Syariah 
1. Griya Faedah 
Pembiayaan Kepemilikan Rumah untuk nasabah perorangan 
guna pemenuhan sebagian atau keseluruhan kebutuhan hunian 
dengan menggunakan akad Murabahah atau Ijarah yang  
pembayarannya secara angsuran setiap bulan yang telah 
ditetapkan dimuka. 
2. KPR Sejahtera 
Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR iB) yang diterbitkan 
guna pembiayaan rumah dengan dukungan dana Fasilitas 
Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah (MBR). Produk ini menggunakan akad 






3. Oto Faedah 
Pembiayaan Kepemilikan Mobil ditujukan untuk nasabah 
perorangan guna memenuhi kebutuhan kendaraan dengan  
sistem pembayarannya secara angsuran setiap bulan dengan 
jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka. 
4. Pembiayaan Emas 
Pembiayaan perorangan guna kepemilikan emas dengan sistem 
pembayaran secara angsuran. Produk ini menggunakan akad 
Murabahah.  
5. Gadai Faedah 
Pembiayaan dengan agunan berupa emas, dimana emas yang 
diagunkan disimpan dan dipelihara oleh BRIS selama jangka 
waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan 
pemeliharaan atas emas. 
6. Mikro Faedah 
Pembiayaan mikro ini diperuntukkan untuk wirausaha dan atau 
pengusaha dengan lama usaha minimal 2 tahun untuk produk 
pembiayaan mikro, dana minimal 6 tahun untuk pembiayaan 
PUR. Pembiayaan ini menggunakan akad Murabahah. 
c. Produk Jasa BRI Syariah 
1. SMS Banking 
Layanan perbankan untuk nasabah tabungan BRI Syariah yang 
mempermudah dalam berbagai transaksi sperti: membayar 
tagihan, isi pulsa, transfer dll.  
2. Mobile Banking 
Layanan perbankan yang menggunakan basis alat komunikasi 
yang bersifat mobile yang dapat digunakan untuk memperoleh 
informasi yang dikombinasikan dengan media short message 








3. Internet Banking 
Fasilitas layanan perbankan yang menggunakan basis jaringan 
internet yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun.  
5. Nasabah Pembiayaan Mikro Menggunakan Akad Murabahah bil 
Wakalah di BRI Syariah KC Semarang 
Nasabah Pembiayaan Mikro merupakan nasabah yang dinilai layak 
oleh bank untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan mikro di BRI Syariah 
KC Semarang. Pangsa pasar BRI Syariah KC Semarang merupakan 
pegiat usaha dalam hal ini dapat dijumpai di pasar yang ada di kota 
semarang.  
Table 3.1 
Nasabah Pembiayaan Mikro iB Per 30 Desember 2019 
No. Nama Nasabah 
Plafon Pembiayaan 
(dalam jutaan) 
1. Sodikun  125 
2. Ririn Ambarwati 25 
3. Sunawi  75 
4. Rifa Masudah 140 
5. Rohmah  30 
6. Sardiman  25 
7. Ramadhan Dwi Putranto 25 
8. Danu Supriyanto 25 
9. Angga Wijayanto 20 
10. Sumini  130 
11. Darminah Anik 84 
12. Feny Yosianingtyas 25 
13. Noor Hidayah 25 
14. Silvana Nurul Hikmah 100 
15. Dedy Yunanto 100 
16. Watinah  25 
17. Tri Dian Argianto 181 
18. Devi Novitasari  65 
19. Marwah Korniawan 58 
20. Winarti  51 
21. Nurul Hana Suryana 25 
22. TH Darsini 25 
23. Novia Ari Kuswanti 51 
24. Sutiyem  90 






26. Sutini Ani 25 
27. Dila Novitasari 25 
28. Pristian Budi Santoso 74 
29. Achmad Juremi 49 
30. Septian Dwi Rosiyanto 25 
31. Munzaiah  110 
32. Samian  25 
33. Sri Lestari 50 
34. Mustika Wati 200 
35. Kusmiyarsih  25 
36. Laksono  25 
37. Candika Satrio Ginanja 25 
38. Sugiharto  25 
39. Dita Apiyanti Agustina 25 
40. Asep Sumarno 25 
41. Satrya Safriyadi 25 
42. Mochamad Iqbal 55 
43. Bagus Priyanto 110 
44. Ivan Setiawan 120 
45. Sumarmi  20 
46. Kunarmi  20 
47. Sunarsan  25 
48. Mega Umami 25 
49. Agung Widodo 10 
50. Endang Prasetyaningsih 125 
51. Galuh Kuntari 25 
52. Dwi Lestari  15 
53. Sri Rahayu 45 
54. Ade Prillasari 150 
55. Candra Andriyanto 25 
56. Baswara Nadia 150 
57. Tumpuk  25 
58. Sarpiyati  200 
59. Bayu Siswo Hartanto 30 
60. Mahdum  100 
61. Fahrul Riza Widyanto 65 
62. Rasman 48 
63. Achmad Candra Halim 197 
64. Maisun Sahlan 97 
65. Rinawatik 51 
66. Sulasmi  105 
67. Supriyono  99 
68. Sunawi  51 






70. Kusmiyarsih  25 
71. Laksono  25 
72. Sugiharto  25 
73. Rumayar  25 
74. Prasetyawati Anggar 45 
75. Sutini Ani 25 
76. Suginem  25 
77. Nurul Hana Suryana 25 
78. Muhamad Rozak  10 
79. Dwi Umi Kholifah 25 
80. Anggie Putri Pratiwi 25 
81. Tria Singgih Prabowo 25 
82. Kurniawan  25 
83. Rachmawati  25 
84. Saniman  25 
85. Agus Gugianto 25 
86. Tjariyuti  17 
87. Prestya Andeline 22 
88. Khanza Adelladian Dea 25 
89. Dwi Noor Aziz 25 
90. Sutarno  25 
91. Alan Faisal 25 
92. Yuni Wanita 25 
93. Sugeng Riyadi 25 
94. Muhammad Mirza 25 
95. Siti Aisyah  25 
96. Devi Novitasari 35 
97. Muhammad Naufal 25 
98. Ony Risyanto 25 
99. Mukti Eka Prasetyawan 25 
100. M Habib 25 
101. Riana Indah Pransiska 25 
102. Ema Dwi Lestari 25 
103. Tri Dian Argianto 148 
104. Riko Pratama Putera 25 
105. Wahyu Pujianto 30 
106. Sri Hartono 25 
107. Anita Sulaichah 25 
108. Schumacher Josef 25 
109. Suparti  25 
110 Dwi Nur Arifin 25 









HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Mekanisme Pembiayaan Mikro iB Menggunakan Akad Murabahah bil 
wakalah   
Sama halnya dengan bank atau lembaga keuangan pada umumnya yang 
memiliki prosedur/mekaniame pembiayaan mikro tertulis dalam uraian secara 




1. Penawaran Produk 
Pengenalan produk pada masyarakat melalui penyebaran brosur di pasar 
maupun pada saat acara tertentu atau melalui rekomendasi nasabah yang 
sudah melakukan pembiayaan mikro. Penawaan ini ditujukan kepada calon 
nasabah yang mempunyai usaha yang akan melakukan pembiayaan yang 
digunakan untuk modal usaha maupun pembelian barang pendukung 
usahanya. 
2. Permohonan Pembiayaan Mikro 
Permohonan dilakukan secara tertulis oleh nasabah kepada Customer 
Service dengan mengisi form pengajuan pembiayaan. Form pembiayaan 
berisi tentang jumlah pembiayaan, tujuan pembiayaan, jangka waktu dan 
angsuran yang dimohon . Pada proses ini nasabah menyertakan 
persyaratan antara lain: 
a) Foto copy KTP Suami & Istri  
KTP dibutuhkan untuk mengetahui legalitas serta alamat nasabah dan 
untuk memverivikasi keaslian data diri dan tangdatangan nasabah. 
b) Foto copy Kartu Keluarga 
Dibutuhkan untuk mengetahui jumlah tanggungan dalam keluarga dan 
untuk memverifikasi data alamat di KTP calon nasabah. 
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c) Foto copy Surat Nikah 
Digunakan untuk mengetahui keaslian data di KTP dan nama ibu, 
karena nama ibu tidak akan tergantikan 
d) Foto copy SHM/SHGB & PBB/STNK/BRKB 
Untuk mengetahui legalitas dari jenis agungan yang disertakan calon 
nasabah dalam pembiayaan. 
e) Foto copy NPWP 
f) Foto copy SIUP/SKU (Surat Keterangan Usaha)59 
SIUP/SKU digunakan untuk mengetahui usaha dan legalitas usaha 
yang dijakalnakan oleh calon nasabah. 
Persyaratan tersebut diserahkan ke bagian Marketing untuk dicek 
kelengkapan serta keasliannya dan dilakukan wawancara terhadap 
nasabah oleh marketing mikro. 
3. Proses Validasi Dokumen 
Proses validasi dokumen mrupakan proses yang penting dalam 
pembiayaan mikro. Proses ini menentukan apakah disetujui atau tidaknya 
pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Proses ini meliputi pengecekan 
persyaratan yang sudah diserahkan pada saat pengajuan pembiayaan, 
analisis 5C meliputi Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral. 
Serta Pengecekan BI Checking untuk mengetahui riwayat pembiayaan 
yang dilakukan nasabah beserta status nasabah yang ditetapkan oleh BI 
apakah nasabah tersebut dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) atau tidak 
dan apakah nasabah tersebut tergolong nasabah yang aktif atau macet 
selama melakukan pembiayaan di bank lain. 
4. Persetujuan Komite Pembiayaan dan Survei Pimpinan 
Sebelum disetujuinya pembiayaan oleh komite pembiayaan, pembiayaan 
yang diajukan oleh calon nasabah dianalisis oleh analis pembiayaan, 
apakah pembiayaan yang diajukan calon nasabah layak untuk dibiayai atau 
tidak. Setelah dikatakan layak oleh komite pembiayaan dilakukan survei 
pimpinan. Survei pimpinan merupakan survei yang dilakukan oleh 
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pimpinan unit mikro untuk mengetahui usaha tersebut layak untuk 
diberikan pembiayaan atau tidak. 
5. Aplikasi i-KURMA 
Merupakan aplikasi yang digunakan BRI Syariah untuk mengerjakan 
pembiayaan mikro. 
6. Pembukaan Rekening Nasabah 
Setelah disetujuinya pembiayaan, nasabah dianjurkan  untuk membuka 
rekening di BRI Syariah KC Semarang atas nama pribadi atau perusahaan. 
Pembuatan rekening dapat dilakukan bersamaan ketika penandatanganan 
akad berlangsung. 
7. Pembuatan Akad dan Penandatanganan Akad 
Pembuatan akad dilakukan oleh pihak bank sesuai dengan permintaan 
nasabah dan kegunaan pembiayaan tersebut, apakah untuk keperluan 
konsumtif, penambahan modal kerja, atau digunakan untuk investasi. hal 
ini akan mempengaruhi akad yang digunakan seperti Murabahah, 
Murabahah bil Wakalah. Setelah pembuatan akad dilakukan 
penandatanganan akad oleh kedua. 
8. Pencairan Dana 
Tahap ini merupakan tahap akhir dari rangkaian proses pembiayaan. Sejak 
dilakukannya pencairan kepada nasabah, maka mulai saat itu fasilitas 
pembiayaan yang diberikan akan dicatat sebagai nasabah bagi bank. Syarat 
pencairan dana adalah nasabah telah menandatangani akad pembiayaan 
dan sudah lengkapnya surat-surat yang telah disyaratkan pada saat 
pengajuan pembiayaan. 
9. Pengecekan Bukti Pembiayaan  
Pengecekan bukti pembiayaan dilakukan oleh pihak bank (marketing) 14 
hari setelah pencairan dana pembiayaan. Bukti pembiayaan ini meliputi 
foto barang dan nota pembelian barang tersebut yang dilakukan oleh 
nasabah. Pengecekan ini ditujukan untuk mengetahui apakah penggunaan 
dana pembiayaan tersebut sudah sesuai atau tidak. Jika tidak sesuai maka 






B. Pelaksanaan Mekanisme Pembiayaan Mikro iB Menggunakan Akad 
Murabahah bil Wakalah Di BRI Syariah KC Semarang 
Pelaksanaan mekanisme pembiayaan mikro iB di BRI Syariah KC 
semarang telah berjalan dengan baik, hal ini diketahui dari paparan bapak Dian 
Bagus Pratama sebagai Account Officer Micro (AOM) BRI Syariah KC Semarang 
bahwa: 
“Pembiayaan mikro di BRI Syariah  ada sejak didirikannya BRI Syariah. 
Pembiayaan ini dikhususkan untuk para pegiat usaha seperti UMKM yang ada di 
area pangsa pasar BRI Syariah KC Semarang. Pembiayaan ini sebagai wujud 
dukungan kepada pemerintah dalam mendukung kemudahan akses masyarakat 
khususnya UMKM pada saat melakukan pengembangan usahanya. Akad yang 
sering dipakai pada pembiayaan ini adalah Murabahah, Murabahah bil Wakalah.” 
Akad Murabahah dan Murabahah bil Wakalah pada pembiayaan mikro 
digunakan untuk kebutuhan UMKM dalam mengembangkan usahanya. 
Pembiayaan ini digunakan untuk pembelian barang modal dalam usahanya. Pada 
Akad Murabahah bil Wakalah, nasabah diberikan kuasa oleh bank untuk 
membelikan barang atas nama bank yang sesuai dengan keinginan nasabah, dan 
setelahnya terjadi akad murabahah antara bank dengan nasabah. Ini sesuai dengan 
pernyataan bapak Dian Bagus Pratama sebagai berikut: 
“Pembiayaan ini diawali dari marketing terjun langsung ke lapangan 
(pasar di daerah semarang) untuk menawarkan produk pembiayaan mikro kepada  
pedagang atau calon nasabah yang tertarik untuk melakukan pembiayaan sebagai 
pengembangan usahanya. Bukan hanya penawaran secara langsung saja, 
rekomendasi nasabah yang sudah melakukan pembiayaan juga menjadi terget 
marketing dalam memasarkan produk mikro ini. Tidak hanya itu saja dalam 
menawarkan produk, marketing juga melakukan penyebaran brosur pada event-
event tertentu yang dikuti bank BRI Syariah” 
Marketing  terjun langsung ke lapangan untuk menawarkan produknya dan 
mendapatkan calon nasabah yang sesuai dengan kriteria. Marketing menjelaskan 
secara singkat mengenai Pembiayaan Mikro iB langsung ke nasabah yang tertarik 






atau nasabah di hubungi oleh marketing untuk memastikan keseriusan dalam 
pembiayaan. Setelah syarat-syarat terpenuhi, syarat tersebut diproses oleh 
marketing, kemudian nasabah menjelaskan mengenai pembiayaan yang akan 
diambilnya mengenai berapa banyak dana yang dibutuhkan dalam pembelian 
barang penunjang usaha atau barang yang dibutuhkan dalam usahanya. 
“Dilakukannya analisis mengenai kelayakan nasabah mendapatkan 
pembiayaan mikro ini dan kelayakan usahanya dengan menggunakan analisis 5C 
(Charracter, Capacity,Condition, Collateral dan Capital) secara langsung ke 
tempat usahanya dan orang yang ada disekitar usahanya.”  
 Marketing melakukan analisis kelayakan 5C secara langsung ketempat 
usaha dan orang sekitar usaha tersebut. analisis 5C meliputi: 
1. Charracter : dilakukan analisis melalui verifikasi dan dengan mempelajari 
riwayar hidup nasabah dan dengan cara menilai persyaratan yang diajukan 
sudah lengkap. Analisis BI Checking dengan mengecek riwayat pembiayaan 
yang dilakukan nasabah. Analisis BI Checking dapat mengetahui riwayat 
pembiayaan yang dilakukan nasabah yang didalamnya memuat aktifitas 
pembiayaaan serta keaktivan/kelancaran nasabah dalam membayar angsuran 
pembiayaan. 
2. Capacity : dilakukan analisis nasabah untuk mengetahui kemampuan nasabah 
dalam usahanya termasuk kemampuan dalam menghasilkan kas atau setara 
kas.  
3. Condition : dilakukan analisis nasabah untuk mengetahui kondisi sekitar yang 
secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pengangsuran 
pembiayaan calon nasabah. 
4. Collateral : analisis collateral untuk mengetahui jaminan yang dijaminkan 
oleh nasabah apakah Sertifikat Hak Milik, PBB, maupun Ijin Mendirikan 
Bangunan. 
5. Capital : dilakukan analisis untuk mengetahui keyakinan nasabah terhadap 
udahanya sendiri. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui Modal usaha 
seperti tempat usaha yang strategis atau tidak, apakah peralatan yang 






Selain Modal usaha, Modal nasabah juga dianalisis untuk mengetahui tingkat 
penghasilan yang didapat setiap bulannya. 
Ketika hasil analisis dinilai layak mendapatkan pembiayaan, maka 
marketing mengajukan pembiayaan nasabah kepada pimpinan untuk melanjutkan 
proses pembiayaan tersebut dan membuat akad yang sesuai dengan keinginan dan 
kegunaan pembiayaan tersebut oleh nasabah. Setelah proses tersebut selesai, 
nasabah dihubungi untuk datang ke kantor guna membicarakan pembiayaan serta 
penandatanganan akad. 
“BRI Syariah memberikan kuasa penuh kepada nasabah untuk membeli 
barang kebutuhan modal usaha sesuai dengan akad, tentunya setelah adanya 
pencairan dana dari BRI Syariah. Setelah nasabah membelikan barang tersebut  
terjadilah akad murabahah antara bank dengan nasabah. Setelah adanya 
murabahah, nasabah wajib memberikan bukti pembelian berupa kwitansi atau 
sejenisnya kepada bank.” 
Bank memberikan kuasa penuh dan menyerahkan pembelian barang 
kepada nasabah. Bukti pembelian berupa kwitansi atau sejenisnya dan bukti foto 
barang diserahkan kepada bank dalam jangka 14 hari setelah akad. Tidak hanya 
bukti pembelian dan foto barang saaja, namun pihak bank melakukan tinjauan 
langsung ke tempat usaha nasabah untuk memastikan pembelian tersebut sesuai 
dengan akad yang sudah ditandatangani.
60
 
“Sebelum penandatanganan akad, dijelaskan beberapa ketentuan yang ada 
dalam akad tersebut. Setelah nasabah menyetujui, nasabah menandatangani akad 
tersebut seketika itu. Dengan dasar itulah bank mencairkan pembiayaan kepada 
nasabah untuk pembelian barang modal dan bukti pembelian tersebut nantinya 
diserahkan ke bank sebagai bukti murabahah nya. Bukti tersebut dapat berupa 
kwitansi, nota atau sejenisnya yang dikeluarkan oleh suplier yang dibubuhi 
stampelnya.” 
Sebelum penandatanganan akad, dijelaskan secara detail mengenai 
ketentuan-ketentuan yang ada dalam akad dan harga jual/harga beli beserta 
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margin yang diambil oleh bank selama jangka waktu pembiayaan. Besarnya 
margin telah ditentukan oleh bank dan sesuai dengan produk yang diambil oleh 
nasabah. Ketentuan tersebut sebagai bukti persyaratan hukum atas penggunaan 
dana pembiayaan di BRI Syariah. Bukti tersebut digunakan bank sebagai data 
sekaligus sebagai bahan laporan keuangan.  
“Pencairan dana pembiayaan dilakukan setelah adanya penandatanganan 
akad yang dilakukan oleh pihak bank dan nasabah. Pencairan dana dilakukan 
melalui rekening yang telah dibuat oleh nasabah pada saat penandatanganan 
akad.” 
Setelah dilakukannya penandatanganan akad oleh nasabah, langkah 
selanjutnya yaitu pencairan dana pembiayaan. Pencairan dana melalui rekening 
nasabah. nasabah dapat menggunakan dana tersebut sesuai dengan tujuan akad 
dan sesuai dengan kegunaan yang telah tertera pada akad. 
C. Keunggulan Mekanisme Pembiayaan Mikro iB Di BRI Syariah KC 
Semarang 
Keunggulan dari mekanisme pembiayaan mikro di BRI Syariah KC 
Semarang adalah: 
1. Tidak diberlakukannya denda. Penerapan denda akan merubah 
struktur akad dikarenakan denda akan merubah jumlah harga jual dan 
harga beli. Didalam akad pembiayaan mikro, denda hanya diinfokan 
didalam akad karena sesuai dengan peraturan perbankan. Akan tetapi 




 BRI Syariah 
memilih adanya dana mengendap sebesar 1-2x angsuran bulanan yang 
disetor nasabah pada saat angsuran pertama. Dana tersebut dijadikan 
antisipasi keterlambatan pembayaran angsuran. Selain itu BRI Syariah 
memberlakukan 2x angsuran pada bulan selanjutnya jika nasabah 
belum bisa membayar angsuran atau dilakukannya restrukturisasi. 
Denda merupakan bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus 
dibayarkan dalam jumlah tertentu. Pendapat ulama yang 
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memperbolehkan denda atau ganti rugi (ta‟widh) sebagaimana dikutip 
dalam hukum al-gharamah al-maliyah fi al-fiqih al-islami, al-
gharirah : al-ma‟had al‟alami li al fikri al islami, kerugian harus 
dihilangkan berdasarkan kaidah syariah kerugian itu tidak akan hilang. 
Kecuali jika diganti, sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu 
yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat 
bagi kreditor yang dirugikan.
62
 Penerapan denda dalam LKS 
tercantum dalam Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang 
Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. 
Dalam fatwa tersebut menjelaskan bahwa sanksi dapat dikenakan 
pada nasabah ketika nasabah yang mampu membayar tapi sengaja 
menunda-nunda pembayaran, besarnya denda yang telah disetujui 
dalam akad serta peruntukan denda sebagai dana sosial bank/ CSR. 
2. Digunakannya aplikasi i-KURMA dan bebas biaya administrasi. 
Aplikasi ini memungkinkan proses selama pengajuan pembiayaandan 
input pembiayaan dilakukan secara cepat dan secara elektronik 
(Handphone). Aplikasi ini memudahkan proses yang memungkinkan 
proses pembiayaan bisa dilakukan dalam waktu satu hari. 
D. Analisis Pelaksanaan pembiayaan Mikro iB menggunakan akad 
Murabahah bil Wakalah berdasarkan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-
MUI/IV/2000 dan PBI No. 7/46/PBI/2005 
1. Analisis Pelaksanaan Akad 
Prinsip pada akad Murabahah merupakan transaksi yang digunakan 
untuk jual beli suatu barang dengan harga perolehan barang ditambah dengan 
margin keuntungan yang disepakati oleh nasabah, dimana bank menjelaskan 
terlebih dahulu dari harga perolehan kepada nasabah.
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dan bank menjelaskan besarnya margin yang dikenakan dalam pembiayaan 
tersebut. Besarnya margin telah ditentukan oleh BRI Syariah sesuai dengan 
jenis produk mikro yang dipilih nasabah. Bank menjelaskan besarnya margin 
dan penghitungannya selama pembiayaan berlangsung.  
Pelaksanaan pembiayaan Mikro dimulai dari Penawaran Produk, 
Permohonan Pembiayaan Mikro oleh nasabah, Proses Validasi Dokumen 
oleh marketing, Persetujuan Komite Pembiayaan dan Survei Pimpinan, 
Aplikasi i-KURMA, Pembukaan Rekening BRI Syariah oleh nasabah, 
Pembuatan Akad dan Penandatanganan Akad, Pencairan Dana dan 
Pengecekan Bukti Pembiayaan. Pembiayaan Mikro dengan akad Murabahah 
bil Wakalah, nasabah diberikan kuasa penuh untuk pembelian produk/barang 
sesuai kebutuhan nasabah yang telah tercantum dalam akad pembiayaan. 
Dari pelaksanaan pembiayaan Mikro iB diatas diketahui bahwa bank 
memberikan kuasa sepenuhnya kepada nasabah untuk membeli barang 
setelah adanya pencairan dana oleh bank dan setelah penandatanganan akad, 
dengan melakukan penandatanganan dua akad sekaligus (murabahah dan 
wakalah) dengan harapan mempersingkat waktu. Merujuk pada Fatwa DSN 
No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Pasal 1 Ayat 9 yang berbunyi: “jika bank hendak 
mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad 
jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi 
milik bank.” Dan Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 Tentang 
Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan 
Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 9 ayat 1 point (d) yang 
berbunyi: “Dalam hal Bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk 
membeli barang, maka Akad Murabahah harus dilakukan setelah barang 
secara prinsip menjadi milik Bank”. Dalam Fatwa DSN dan Peraturan Bank 
Indonesia, dijelaskan bahwa jika bank akan mewakilkan pembelian 
produk/barang kepada pihak ketiga, maka akad jual beli/murabahah harus 
dilakukan setelah akad wakalah selesai. Namun dalam pembiayaan Mikro iB 
di BRI Sariah KC Semarang yang menggunakan akad Murabahah bil 






dengan Fatwa DSN dan Peraturan Bank Indonesia. BRI Syariah KC 
Semarang tidak melakukan salah satu prosedur yang telah tercantum dalam 
Fatwa DSN maupun Peraturan Bank Indonesia yaitu prosedur akad yang 
dilakukan secara bertahap. Penandatanganan akad secara serentak dilakukan 
dengan alasan keefektifan waktu. 
Besarnya margin yang diperoleh bank, telah berdasarkan 
rekomendasi dari kantor pusat. Penentuan besarnya margin ditentukan oleh 
bank sesuai dengan produk yang dipilih oleh nasabah.  
Besarnya prosentase margin sebagai berikut: 
Table 4.1 
Margin Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KC Semarang 
Produk  Besarnya Prosentase Margin (per bulan) 
MP 75 ( 5 juta- 75 juta) 1,1% 
MP 200 (75 juta-200 juta) 0.97% 
Sumber: Wawancara dengan Bapak Dian Bagus Pratama (AO Micro) BRIS KC Semarang  
Adapun rumus yang digunakan untuk mengetahui total angsuran, 
pokok pembiayaan dan margin yaitu sebagai berikut: 
Pokok  = Plafon / Jangka waktu 
Keuntungan  = Plafon x Prosentase Margin 
Jumlah Angsuran  = Pokok + Margin 
Contoh penghitungan margin pembiayaan di BRI Syariah. Pak 
Muhaimin  memiliki pembiayaan mikro di BRI Syariah KC Semarang 
sebesar Rp. 187.800.000 dengan jangka waktu pembiayaan 30 bulan. 
Diketahui bahwa: 
Plafon    : Rp. 187.000.000 
Jangka waktu : 30 bulan 
Keuntungan  : 0.97% perbulan 
Perhitungan: 
Pokok  = Plafon : Jangka waktu 
  = Rp. 187.000.000 : 30 bulan 







Keuntungan   = Plafon x Prosentase margin 
  = Rp. 187.000.000 x (0.97 % x 30) 
  = Rp. 187.000.000 x 29.1% 
  = Rp. 54.417.000/tahun 
  = Rp.  1.813.900/bulan 
Jumlah angsuran= Pokok + Keuntungan 
  = Rp. 6.233.333 + Rp. 1.813.900 
  = Rp. 8.047.233  
Nasabah setiap bulan membayar angsuran sebesar Rp. 8.047.233 
dengan pokok dan margin tetap selama jangka waktu pembiayaan. 
Penetapan keuntungan margin dalam pembiayan Mikro 
menggunakan akad Murabahah dan Murabahah bil Wakalah di BRI 
Syariah KC Semarang berdasarkan dengan fatwa DSN-MUI No. 84/DSN-
MUI/XII/2012 ketentuan umum menegenai pengakuan keuntungan terdapat 
pada bagian pertama no. 2 yang berbunyi “Metode Anuitas (Thariqah al-
Hisab al-Tanazuliyyah/Thariqah al-Tanaqushiyyah) adalah pengakuan 
keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah sisa harga 
pokok yang belum ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan 
terhadap jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih (al-atsman al-
mutabaqqiyah)”.  
Metode pengakuan keuntungan margin pembiayaan murabahah 
dengan menetapkan harga jual/belinya kepada nasabah sebagai keuntungan 
yang diperoleh oleh pihak BRI Syariah. Penghitungan keuntungan 
dilakukan berdasarkan prosentase atas jumlah harga pembiayaan nasabah 
selama jangka waktu pembiayaan. Metode pengakuan keuntungan BRI 
Syariah adalah secara annuitas, dimana porsi keuntungan harus ada selama 
jangka waktu angsuran pembiayaan. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI 
No. 84/DSN-MUI/XII/2012 yang tercantum dalam bagian ke-3 No. 1 yang 
berbunyi: “Pengakuan keuntungan murabahah dalam bisnis yang dilakukan 
oleh para pedagang, yaitu secara proporsional boleh dilakukan selama sesuai 






Fatwa DSN-MYI No. 84/DSN-MUI/XII/2012 pada bagian ke-3 No. 5 yang 
berbunyi: “Dalam hal LKS menggunakan metode pengakuan keuntungan 
at-Tamwil bi al-Murabahah secara anuitas, porsi keuntungan barus ada 
selama jangka waktu angsuran.”  Hal inilah yang membedakan pembiayaan 
Murabahah Bank Syariah dan kredit Bank Konvensional . Perbedaannya 
adalah bebas dari unsur riba, dan secara pelunasan angsuran pembiayaan 
jika lama periode di Bank Konvensional adalah total harga harus dibayar 
semakin besar karena bunganya semakin besar. Sedangkan di Bank Syariah 
berapapun periode pembayaran angsuran yang disepakati tidak akan 
menambah total harga dan keuntungan yang didapat sesuai dengan 
kesepakatan yang tercantum dalam akad pembiayaan. Penentuan 
keuntungan margin pada bank syariah tidak akan mengalami perubahab 
prosentase keuntungan margin yang tercantum dalam akad pembiayaan. 
Sedangkan pada Bank konvensional penentuan keuntungan margin 
berdasarkan tingkat suku bunga. jika suku bunga mengalami kenaikan, 
maka besarnya bunga yang dibebankan pada nasabah akan berubah sesuai 
dengan perkembangan tingkat bunga di pasar. Penentuan keuntungan 
pembiayaan Mikro dengan akad murabahah di BRI Syariah sesuai dengan 
Fatwa DSN MUI.  
2. Inklusifitas Pembiayaan Mikro Pada UMKM 
Keuangan inklusif merupakan upaya yang digunakan untuk 
meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non-harga 
terhadap akses masyarakat dalam pemanfaatan jasa keuangan sehingga 
memberikan manfaat yang baik terhadap meningkatnya taraf hidup 
masyarakat. Dalam hal ini BRI Syariah memberikan kemudahan akses 
masyarakat yang akan melakukan pembiayaan mikro dengan syarat semua 
persyaratan telah terpenuhi dan sesuai dengan kriteria. BRI Syariah 
mendukung program inklusifitas pembiayaan khusus untuk pengembangan 
UMKM yang dilakukan pemerintah dengan menghadirkan produk KUR iB. 
Kemudahan yang diberikan untuk produk tersebut adalah penyertaan 






manapun. Salah satu kemudahan persyaratan yaitu minimal usaha telah 
berjalan. BRI Syariah memberikan minimal usaha berjalan selama 6 bulan 
sampai 1 tahun. Persyaratan tersebut diberikan untuk usaha yang dimiliki 
oleh keluarga dan prospek selama jalannya usaha menunjukkan prospek yang 
baik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Dian Bagus 
Pratama : 
“Syarat minimal usaha berjalan, kami menggunakan syarat 6 bulan 
sampai 1 tahun khusus untuk usaha yang dimiliki oleh keluarga dan 
prospeknya bagus.” 
Pernyataan diatas menunjukkan bahwa BRI Syariah melakukan 
perannya untuk mendukung program keuangan inklusif yang ditujukan untuk 
UMKM. Peran ini memudahkan calon nasabah untuk mengajukan 
























A. Kesimpulan  
Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan oleh 
penulis diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan Model Pembiayaan Mikro iB Menggunakan Akad 
Murabahah Bil Wakalah di BRI Syariah KC Semarang Dalam 
Pencapaian Inklusifitas Bank Syariah Terhadap UMKM sebagai berikut: 
a) Pembiayaan mikro BRI Syariah dengan menggunakan akad 
Murabahah dan Murabahah bil Wakalah. Akad murabahah 
digunakan untuk pembiayaan mikro yang digunakan untuk 
pembelian barang modal yang barangnya disiapkan oleh bank. Akad 
Murabahah bil Wakalah digunakan untuk pembiayaan mikro yang 
bertujuan untuk pembelian barang modal dengan adanya kuasa yang 
diberikan oleh bank untuk nasabah guna pembelian barang tersebut. 
Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 
tentang akad Murabahah 
b) Penandatanganan akad Murabahah bil Wakalah dilakukan secara 
seketika dengan alasan keefektifan waktu. Hal ini tidak sesuai 
dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang akad 
Murabahah dan PBI No. 7/46/PBI/2005 Tentang Akad 
Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan 
Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. 
c) Penghitungan margin keuntungan yang dilakukan oleh BRI Syariah 
KC Semarang sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 84/DSN-
MUI/XII/2012 Tentang Metode Pengakuan Keuntungan Al-Tamwil 
Bi Al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) Di Lembaga Keuangan 
Syariah 
d) BRI Syariah memberikan kemudahan kepada nasabah guna 
mendukung program inklusifitas pembiayaan pada UMKM. 






berjalan yaitu 6 bulan-1 tahun yang dikhususkan untuk usaha yang 
dimiliki keluarga dengan prospek yang baik, kemudahan penyertaan 
jaminan dan pertama kali dalam melakukan pembiayaan di bank. 
2. Keunggulan Pembiayaan Mikro iB Menggunakan Akad Murabahah Bil 
Wakalah di BRI Syariah KC Semarang Dalam Pencapaian Inklusifitas 
Bank Syariah Terhadap UMKM antara lain: 
a) Tidak diberlakukannya denda. Walaupun didalam akad Pembiayaan 
Mikro tercantum denda, namun pihak BRI Syariah KC Semarang 
tidak memberlakukannya denda tersebut dengan dasar denda akan 
merubah jumlah harga jual dan harga beli. 
b) Adanya penggunaan aplikasi i-Kurma. Aplikasi ini memungkinkan 
segala proses input pembiayaan dapat dilakukan dengan cara digital. 
Hal ini memungkinkan proses pembiayaan dapat dilakukan secara 
cepat dan efisien. 
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan diatas, saran yang diberikan 
antara lain: 
1. Bagi Bank BRI Syariah agar mengawasi jalannya mekanisme 
pembiayaan, khususnya Pembiayaan Mikro agar sesuai dengan dasar 
hukum syariah, Fatwa DSN-MUI, dan Undang-undang Perbankan 
Syariah, serta Peraturan Bank Indonesia 
2. BRI Syariah harus mempunyai rekomendasi untuk pembelian barang ke 
pihak ketiga dan mempunyai rekanan bisnis untuk penyediaan 
barang/objek pembiayaan yang memiliki SOP yang legal sehingga 
nasabah tidak bisa memanipulasi bukti pembiayaan berupa nota 
pembelian barang serta memudahkan BRI Syariah dalam memonitor 
barang/objek pembiayaan. 
3. Meningkatkan kegiatan yang berjalan secara konsisten, sehingga tetap 
sesuai dengan ketentuan syariah dan akan menimbulkan kesan yang 






4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah narasumber, 
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